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ABSTRAK 

 

HUBUNGAN  ANTARA PENGUNGKAPAN PENERAPAN PRINSIP 

GOOD CORPORATE GOVERNANCE DENGAN ABNORMAL RETURN 

DAN ABNORMAL TRADING VOLUME  

SAAT PENGUMUMAN LAPORAN TAHUNAN 

Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 

 

Mita Indriasari 

NIM : 042114099 

Universitas Sanata Dharma 

Yogyakarta 

2008 

 

     Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pengungkapan 
penerapan prinsip good corporate governance dengan abnormal return dan 
abnormal trading volume saat pengumuman laporan tahunan. Jenis penelitian 
adalah studi empiris. Peneitian dilakukan pada 98 perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan laporan tahunan tahun 2005. 
     Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara 
pengungkapan penerapan prinsip good corporate governance dengan abnormal 
return dan abnormal trading volume saat pengumuman laporan tahunan. 
Rendahnya pengungkapan penerapan prinsip good corporate governance 
membuat investor tidak memiliki informasi yang cukup untuk membuat 
keputusan. Hal ini membuat tidak terdapatnya hubungan antara pengungkapan 
penerapan prinsip good corporate governance  dengan abnormal return dan 
abnormal trading volume. 
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ABSTRACT 

 

THE RELATION AMONG THE DISCLOSURE OF GOOD CORPORATE 

GOVERNANCE PRINCIPLE IMPLEMENTATION AND ABNORMAL 

RETURN AND ABNORMAL TRADING VOLUME  

WHEN ANNUAL REPORT WAS PUBLISHED 

An Empirical Study to the Manufacturing Companies Listed in Indonesian 

Stock Exchange 

 

Mita Indriasari 

NIM : 042114099 

Sanata Dharma University 

Yogyakarta 

2008 

 

     The aim of this research was to find out the relation among the disclosure of 
good corporate governance principle implementation and abnormal return and 
abnormal trading volume when annual report was published. This was an 
empirical study. The research was done to the 98 manufacturing companies listed 
in Indonesia Stock Exchange that published annual report on 2005. 
     The result of the research showed that there were no correlation among the 
disclosure of good corporate governance principle implementation and abnormal 
return and abnormal trading volume when annual report was published. The low 
disclosure of good corporate governance principle implementation made investors 
did not have enough information to make a decision. This made no correlation 
among the disclosure of good corporate governance principle implementation and 
abnormal return and abnormal trading volume. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

     Tujuan awal pendirian perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan 

dan meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Namun tujuan tersebut 

seringkali sulit untuk dicapai, khususnya tujuan untuk meningkatkan 

kemakmuran pemegang saham. Alasan yang mendasari permasalahan tersebut 

adalah adanya pemisahan antara kepemilikan perusahaan oleh pemegang 

saham dengan pengelolaan perusahaan oleh manajer. Manajer diberi 

kekuasaan penuh untuk mengelola perusahaan. Hal ini membuat manajer 

dapat melakukan tindakan-tindakan yang mementingkan diri sendiri dan 

mengabaikan kepentingan pemegang saham (Almilia dan Sifa, 2006). Manajer 

dapat menggelapkan dana pemegang saham, menjual produk perusahaan 

kepada perusahaan milik manajer, atau manajer dapat menjual aset perusahaan 

kepada perusahaan miliknya sendiri (Shleifer dan Vishny dalam Darmawati, 

dkk, 2005). Tindakan manajer tersebut dapat menyebabkan jatuhnya harapan 

pemegang saham tentang return (pengembalian) atas investasi yang telah 

mereka tanamkan. 

     Konsep yang saat ini dipercaya dapat menjadi alat untuk mengembalikan 

kepercayaan   pemegang   saham  bahwa  mereka  akan  menerima  return  

atas investasi mereka adalah konsep Good Corporate Governance (GCG). 

GCG berkaitan dengan bagaimana pemegang saham yakin bahwa manajer 
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akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakni bahwa manajer tidak akan 

mencuri, menggelapkan, menginvestasikan dana-dana mereka dalam proyek 

yang tidak menguntungkan (Shleifer dan Vishny dalam Darmawati, dkk, 

2005).  

     Konsep GCG terdiri dari empat prinsip yaitu akuntabilitas, responsibilitas, 

kesetaraan dan transparansi. Penerapan prinsip-prinsip ini penting untuk 

dilakukan oleh perusahaan untuk mengembalikan kepercayaan para pemegang 

saham.  

     Penerapan prinsip GCG bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia salah 

satunya bertujuan untuk memperbaiki kondisi pasar modal dan penanaman 

modal asing di Indonesia (Isgiyarta dan Tristiarini, 2005). Selama ini investor 

masih belum dapat memiliki keyakinan sepenuhnya terhadap pengelolaan 

perusahaan-perusahaan publik yang ada di Indonesia. Investor berkeyakinan 

bahwa dengan menerapkan GCG maka perusahaan telah berupaya untuk dapat 

menjadi perusahaan yang terpercaya dengan bekerja secara lebih tertib, 

transparan, bertanggung jawab, dan berhati-hati (Swa, 2002). Oleh karena itu 

informasi penerapan GCG dalam pengelolaan perusahaan dapat menjadi salah 

satu informasi yang dibutuhkan oleh investor.  

     Informasi mengenai GCG akan memberikan informasi  bagaimana 

perusahaan telah dikelola dengan penuh kehati-hatian dan berkelanjutan 

(Isgiyarta dan Tristiarini, 2005). Investor dapat memperoleh informasi 

mengenai penerapan GCG salah satunya melalui informasi yang diungkapkan  

dalam laporan tahunan.  
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     Penelitian mengenai pengungkapan GCG dalam laporan tahunan belum 

banyak dilakukan. Penelitian mengenai pengungkapan GCG baru dilakukan 

oleh Kusumawati (2004, 2007), Kusumawati dan Riyanto (2006), serta Utami 

(2005). 

     Zubaidah dan Zulfikar (2005) menyatakan bahwa pengungkapan yang 

cukup akan mempengaruhi kepercayaan investor yaitu akan menarik investor 

untuk melakukan investasi. Pengaruh ini dapat terlihat dari adanya abnormal 

return dan abnormal trading volume pada saat pengumuman laporan tahunan. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian apakah 

pengungkapan penerapan prinsip-prinsip GCG dalam laporan tahunan  

berhubungan dengan keyakinan investor yang dapat dilihat melalui adanya 

abnormal return dan abnormal trading volume. 

 

B. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 

permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu : 

1. Apakah terdapat hubungan antara pengungkapan penerapan prinsip good 

corporate governance dengan abnormal return  saat pengumuman laporan 

tahunan? 

2. Apakah terdapat hubungan antara pengungkapan penerapan prinsip good 

corporate governance dengan abnormal trading volume saat pengumuman 

laporan tahunan? 

 



 4

C. Tujuan Penelitian 

     Sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti, maka tujuan penelitian ini 

adalah : 

1. Mengetahui  hubungan antara pengungkapan penerapan prinsip good 

corporate governance dengan abnormal return saat pengumuman laporan 

tahunan. 

2. Mengetahui  hubungan antara pengungkapan penerapan prinsip good 

corporate governance dengan abnormal trading volume saat pengumuman 

laporan tahunan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta menjadi 

sarana untuk menerapkan teori-teori yang telah dipelajari selama di 

bangku perkuliahan. 

2. Bagi Universitas Sanata Dharma 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan studi yang bermanfaat bagi 

civitas akademika Universitas Sanata Dharma khususnya bagi mahasiswa 

akuntansi dalam memahami good corporate governance. 

3. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kesadaran perusahaan dalam 

melaksanakan prinsip-prinsip good corporate governance dan memahami  



 5

hubungan antara pengungkapan penerapan prinsip-prinsip  good corporate 

governance dengan abnormal return dan abnormal trading volume. 

 

E. Sistematika Penulisan 

     Penelitian ini terdiri dari enam bab, dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut : 

     Bab I     Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

     Bab II      Landasan Teori 

Bab ini akan menguraikan  teori-teori yang berkaitan dengan 

permasalahan-permasalahan dan konsep yang mendasari 

perumusan masalah, hasil penelitian terdahulu, dan perumusan 

hipotesis penelitian. 

     Bab III     Metode Penelitian 

Bab ini akan menjelaskan jenis penelitian, tempat dan waktu 

penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, data yang dibutuhkan, teknik pengumpulan data, 

variabel penelitian dan definisi operasional,  serta teknik analisa 

data. 
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Bab IV   Gambaran Umum Perusahaan 

Bab ini akan menguraikan sejarah singkat Bursa Efek Indonesia 

dan gambaran umum perusahaan yang menjadi sampel 

penelitian.. 

      Bab V     Analisis Data Dan Pembahasan 

Bab ini berisi deskripsi data, analisis data yang menjelaskan 

perhitungan-perhitungan dalam menjawab masalah yang telah 

dirumuskan, menguraikan data hasil penelitian, langkah-langkah 

pengujian, dan pembahasan hasil pengujian dengan metoda yang 

telah ditetapkan. 

       Bab VI   Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran dari 

hasil penelitian. 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Good Corporate Governance 

1. Good Corporate Governance dan Teori Keagenan  

     Konsep good corporate governance terkait dengan teori keagenen 

(Emirzon, 2007; Khomsiyah, 2003; dan Kaihatu, 2006). Hubungan 

keagenan ada ketika manajemen (agen) diberikan wewenang untuk 

menjalankan dana dari pemilik (prinsipal). Pemilik (prinsipal) sebagai 

pemberi amanah akan memberikan insentif atas hasil kerja mereka. 

      Permasalahan keagenen akan timbul ketika terdapat perbedaan antara 

harapan atau tujuan pemilik dan agen, pemilik tidak dapat mengawasi apa 

yang sesungguhnya dikerjakan oleh manajer, serta adanya perbedaan sikap 

prinsipal dan agen terhadap resiko. Untuk menghindarkan konflik-konflik 

yang ada di dalam perusahaan, diperlukan prinsip-prinsip dasar 

pengelolaan perusahaan yang baik (Emirzon, 2007:20). Penerapan good 

corporate governance diharapkan menjadi suatu cara untuk menjamin 

bahwa manajemen melakukan tindakan terbaik untuk kepentingan 

prinsipal. 

 

2. Pengertian Good Corporate Governance  

     Ada beberapa pengertian mengenai good corporate governance yang 

ditetapkan oleh badan-badan nasional, internasional, maupun pengertian 

7 
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yang didefinisikan oleh para ahli. The Organization for Economic 

Corporation and Development (OECD) dalam Emirzon (2007:97) 

mendefinisikan corporate governance sebagai sistem yang dipergunakan 

untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan.  

     Monks (2003) dalam Kaihatu (2006) mengartikan good corporate 

governance sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan 

yang menciptakan nilai tambah untuk semua stakeholder. Ada dua hal 

yang ditekankan dalam konsep ini, yaitu pentingnya hak pemegang saham 

untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya, dan 

kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat 

waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, 

kepemilikan, dan stakeholder. 

     Pengertian good corporate governance juga tertulis dalam Surat 

Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan 

praktik good corporate governance pada Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN). Good corporate governance diartikan sebagai suatu proses dan 

struktur yang digunakan  organ  BUMN untuk meningkatkan          

keberhasilan  usaha   dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai 

pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan 

kepentingan stakeholder lain, berlandaskan peraturan perundangan dan 

nilai-nilai etika. Yang dimaksudkan sebagai organ perusahaan adalah 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris, dan direksi. 
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     Pengertian good corporate governance juga telah didefinisikan oleh 

beberapa organisasi yang ada di Indonesia. The Indonesian Institute of  

Corporate Governance (IICG) dalam Khomsiyah (2005) mendefinisikan 

GCG sebagai suatu proses dan struktur yang diterapkan dalam 

menjalankan perusahaan dengan tujuan utama untuk meningkatkan nilai 

pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan 

kepentingan stakeholders yang lain. GCG menurut Forum for Corporate 

Governance in Indonesia (FCGI) dalam Emirzon (2007:92) adalah 

seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang 

saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para 

pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-

hak dan kewajiban mereka. 

 

3. Prinsip Good Corporate Governance 

     Khomsiyah (2005), serta Isgiyarta dan Tristiarini (2005),  menjabarkan 

prinsip GCG sebagai berikut : 

a. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan 

pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan 

perusahaan terlaksana secara efektif. 

b. Responsibilitas, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan 

terhadap prinsip-prinsip korporasi yang sehat serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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c. Kesetaraan, yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi 

hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

d. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses 

pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan 

informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. 

 

4. Pedoman Good Corporate Governance 

     Pedoman umum mengenai GCG dikeluarkan oleh Komite Nasional 

Kebijakan Corporate Governance (KNKCG). KNKCG merupakan sebuah 

badan yang dibentuk pemerintah berdasarkan Keputusan Menko Ekuin 

Nomor : KEP/31/M.EKUIN/08/1999. Nmaun berdasarkan Keputusan 

Mentri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : 

KEP/49/M.EKON/11/2004, KNKG dibubarkan dan digantikan fungsinya 

oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).  Pedoman GCG 

pertama kali dikeluarkan pada tahun 1999. Pedoman tersebut telah 

beberapa kali disempurnakan, terakhir pada tahun 2001. Pedoman ini 

dikeluarkan untuk menjadi acuan dalam melaksanakan GCG bagi semua 

perusahaan yang ada di Indonesia. Pedoman ini diklasifikasikan menjadi 

tiga belas  kelompok (Emirzon, 2007:102-110), yaitu : 

a. Hak-hak pemegang saham dan prosedur RUPS 
1) Hak pemegang saham 

     Hak pemegang saham harus dilindungi, agar pemegang saham 
dapat melaksanakannya berdasarkan prosedur yang benar yang 
ditetapkan oleh perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-



 11

undangan yang berlaku. Hak-hak para pemegang saham pada 
dasarnya adalah : 
a) Hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam suatu 

RUPS, berdasarkan ketentuan satu saham memberikan hak 
kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. 

b) Hak untuk memperoleh informasi material mengenai perseroan, 
secara tepat-waktu dan teratur, agar memungkinkan bagi 
seseorang pemegang saham untuk membuat keputusan 
penanaman modal berdasarkan informasi yang dimilikinya 
mengenai sahamnya dalam perseroan ; dan 

c) Hak untuk menerima sebagian dari keuntungan perseroan yang 
diperuntukkan bagi pemegang saham, sebanding dengan 
jumlah saham yang dimilikinya dalam perseroan, dalam bentuk 
deviden dan pembagian keuntungan lainnya. 

2) Perlakuan yang setara terhadap para pemegang saham 
     Pemegang saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang 
sama harus diperlakukan setara berdasarkan azas bahwa pemegang 
saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama 
mempunyai kedudukan yang setara terhadap perseroan. 
a) Setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sesuai 

dengan klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki. 
b) Setiap pemegang saham berhak memperoleh informasi yang 

lengkap dan akurat mengenai perseroan, kecuali terdapat alasan 
yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tidak 
memberikannya. Perseroan tidak boleh memihak pada 
pemegang saham tertentu dengan memberikan informasi yang 
tidak diungkapkan kepada pemegang saham lainnya. Informasi 
harus diberikan kepada semua pemegang saham tanpa 
menghiraukan klasifikasi saham yang dimilikinya. 

c) Pemegang saham, anggota dewan komisaris, atau anggota 
direksi tidak boleh terlibat dalam perdagangan orang dalam 
dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi. Oleh 
sebab itu perseroan harus memiliki mekanisme pengawasan 
internal yang efektif untuk memantau dan menindak 
pelanggaran tersebut. Apabila ditemukan, maka pelanggaran ini 
harus diungkapkan kepada pemegang saham dengan cara yang 
layak. 

3) Akuntabilitas pemegang saham 
     Pemegang saham yang memiliki kepentingan pengendalian di 
dalam perseroan harus menyadari tanggung jawabnya pada saat ia 
menggunakan pengaruhnya atas manajemen perseroan, baik 
dengan menggunakan hak suara mereka atau dengan cara lain. 
Campur tangan dalam manajemen perseroan yang melanggar 
hukum, harus ditanggulangi dengan cara meningkatkan 
keterbukaan perseroan dan akuntabilitas manajemen perseroan, 
serta pada akhirnya harus diselesaikan melalui proses hukum yang 
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berlaku. Pemegang saham minoritas juga mempunyai tanggung 
jawab serupa, yakni mereka tidak boleh menyalahgunakan hak 
mereka menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

4) Pengangkatan dan sistem penggajian dan pemberian tunjangan 
anggota dewan komisaris serta direksi 
     Dalam suatu RUPS, pemegang saham harus menetapkan sistem 
tentang : 
a) Pengangkatan dewan komisaris dan direksi perseroan 
b) Penetapan gaji dan tunjangan dewan komisaris dan direksi 

perseroan 
c) Penilaian kinerja mereka 

b. Dewan Komisaris 
1) Fungsi dewan komisaris 

     Dewan komisaris bertanggung jawab mengawasi tindakan 
direksi dan memberikan nasehat kepada direksi jika dipandang 
perlu oleh dewan komisaris. Untuk membantu dewan komisaris 
dalam melaksanakan tugas tersebut, dewan komisaris, sesuai 
dengan prosedur yang telah ditentukan oleh dewan komisaris, 
dapat menggunakan jasa penasehat profesional yang mandiri 
dan/atau membentuk komite khusus. Setiap anggota dewan 
komisaris harus berwatak amanah dan mempunyai pengalaman dan 
kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. 
     Setiap anggota dewan komisaris selaku organ harus 
melaksanakan tugas mereka dengan baik, demi kepentingan 
perseroan, dan harus juga memastikan bahwa perseroan 
melaksanakan fungsi tanggung jawab sosialnya dan 
memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan 
terhadap perseroan. 
     Dewan komisaris harus memantau efektivitas praktik good 
corporate governance yang diterapkan perseroan dan bilamana 
perlu melakukan penyesuaian. 
     Dewan komisaris dapat mendelegasikan sebagian 
kewenangannya kepada suatu komite khusus atau kepada dua atau 
lebih anggota dewan komisaris berdasarkan surat kuasa khusus. 
Dalam surat kuasa khusus itu kewenangan yang didelegasikan 
harus dirinci dengan jelas, dan masa berlakunya surat kuasa itu 
tidak boleh melebihi enam bulan. Anggota dewan komisaris atau 
komite khusus tersebut wajib melaporkan kepada dewan komisaris 
semua hal dan tindakan yang dilakukan mereka berdasarkan surat 
kuasa khusus tersebut selambatnya tiga puluh hari setelah masa 
berlakunya berakhir. 

2) Komposisi dewan komisaris 
     Komposisi dewan komisaris harus sedemikian rupa sehingga 
memungkinkan pengambilan putusan yang efektif, tepat dan cepat 
serta dapat bertindak secara independen dalam arti tidak 
mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya 
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untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis dalam 
hubungan satu sama lain dan terhadap direksi. Tergantung dari 
sifat khusus suatu perseroan, seyogyanya paling sedikit 20% dari 
anggota dewan komisaris harus berasal dari kalangan di luar 
perseroan guna meningkatkan efektivitas atas peran pengawasan, 
dan transparansi dari pertimbangannya. 
     Anggota yang berasal dari kalangan di luar perseroan itu harus 
bebas dari pengaruh direksi dan pemegang saham pengendali. 
     Dalam proses pencalonan dan pengangkatan komisaris dari 
kalangan di luar perseroan harus diupayakan agar pendapat 
pemegang saham minoritas diperhatikan sebagai wujud 
perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas dan 
pihak yang berkepentingan. 
     Laporan tahunan perseroan harus memuat tidak saja nama-nama 
anggota dewan komisaris, tetapi juga pekerjaan mereka, dan 
pekerjaan utama mereka di luar perseroan, sejauh pekerjaan 
tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas mereka sebagai 
anggota dewan komisaris. 

3) Kepatuhan pada anggaran dasar dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku 
     Dewan komisaris harus mematuhi anggaran dasar dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya 
dan harus mengawasi agar direksi juga mematuhi anggaran dasar 
perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
     Anggota dewan komisaris juga perlu memahami anggaran dasar 
perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan tugas dan kewenangan dewan komisaris yang berlaku dari 
waktu ke waktu. 

4) Rapat dewan komisaris 
     Rapat dewan komisaris harus diadakan secara berkala, yaitu 
pada prinsipnya sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan, 
tergantung sifat khusus perseroan masing-masing. 
     Dewan komisaris harus menetapkan tata tertib rapat dewan 
komisaris dan mencantumkan dengan jelas dalam risalah rapat 
dewan komisaris di mana tata tertib tersebut ditetapkan. Seorang 
anggota dewan komisaris hanya dapat diwakili oleh anggota 
komisaris lainnya dalam suatu rapat dewan komisaris. 
     Risalah rapat dewan komisaris harus dibuat untuk setiap rapat 
dewan komisaris. Dalam risalah rapat tersebut harus dicantumkan 
pendapat yang berbeda dengan apa yang diputuskan dalam rapat 
dewan komisaris (bila ada). Setiap anggota dewan komisaris 
berhak menerima salinan risalah rapat dewan komisaris, terlepas 
apakah anggota dewan komisaris yang bersangkutan hadir atau 
tidak hadir dalam rapat dewan komisaris tersebut. 
     Dalam jangka waktu empat belas hari terhitung sejak tanggal 
pengiriman risalah rapat tersebut, setiap anggota dewan komisaris 
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yang hadir dan/ atau diwakili dalam rapat dewan komisaris yang 
bersangkutan harus menyampaikan persetujuan atau keberatan dan/ 
atau usul perbaikannya, bila ada, atas apa yang tercantum dalam 
rapat dewan komisaris kepada pimpinan rapat dewan komisaris 
tersebut. 
     Jika keberatan dan/ atau usul perbaikan tidak diterima dalam 
jangka waktu tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa memang 
tidak ada keberatan dan/ atau perbaikan terhadap risalah rapat 
dewan komisaris yang bersangkutan. 
     Risalah asli dari setiap rapat dewan komisaris harus dijilid 
dalam kumpulan tahunan dan disimpan oleh perseroan serta harus 
tersedia bila diminta oleh setiap anggota dewan komisaris dan 
direksi. 

5) Informasi untuk dewan komisaris 
     Dewan komisaris berhak memperoleh akses atas informasi 
perseroan secara tepat waktu dan lengkap. 
     Berhubung dewan komisaris tidak mempunyai kewenangan 
untuk mengurus perseroan, maka direksi bertanggung jawab untuk 
memastikan agar informasi mengenai perseroan diberikan kepada 
dewan komisaris secara tepat waktu dan lengkap. 

6) Hubungan usaha lain antara anggota dewan komisaris dan/ atau 
direksi dengan perseroan 
     Dalam laporan tahunan, direksi harus secara tegas 
mencantumkan jika terdapat hubungan usaha antara anggota dewan 
komisaris dan/atau direksi dengan perseroan dan penjelasan 
mengenai hubungan usaha tersebut. 

7) Larangan mengambil keuntungan pribadi 
     Anggota dewan komisaris dilarang mengambil keuntungan 
pribadi dari kegiatan perseroan selain gaji dan tunjangan yang 
diterimanya sebagai anggota dewan komisaris. 

8) Sistem pengangkatan para eksekutif yang tidak menjabat sebagai 
anggota direksi, penentuan gaji dan tunjangan para eksekutif 
tersebut dan penilaian kinerja mereka 
     Dewan komisaris harus menentukan suatu sistem yang 
transparan untuk pengangkatan para eksekutif, penentuan gaji dan 
tunjangan para eksekutif tersebut, dan penilaian kinerja mereka. 

9) Komite yang dapat dibentuk dewan komisaris 
     Dewan komisaris harus mempertimbangkan untuk membentuk 
komite yang anggotanya berasal dari anggota dewan komisaris, 
guna menunjang pelaksanaan tugas dewan komisaris.  

Komite yang dibentuk tersebut harus melaporkan pelaksanaan 
tugasnya termasuk rekomendasi yang berkaitan, jika ada, kepada 
dewan komisaris. Pembentukan komite tersebut serta hasil 
pelaksanaan tugasnya harus dimasukkan dalam laporan tahunan. 
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     Beberapa komite yang dapat dibentuk oleh dewan komisaris 
adalah: 
a) Komite nominasi, menyusun kriteria seleksi dan prosedur 

nominasi bagi anggota dewan komisaris, direksi, dan para 
eksekutif lainnya di dalam perseroan, membuat sistem 
penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah 
anggota dewan komisaris dan direksi perseroan. 

b) Komite remunerasi, menyusun sistem penggajian dan 
pemberian tunjangan serta rekomendasi tentang : penilaian 
terhadap sistem tersebut, opsi yang diberikan, antara lain opsi 
atas saham, sistem pensiunan, dan sistem kompensasi serta 
manfaat lainnya dalam hal pengurangan karyawan. 

c) Komite asuransi, melakukan penilaian secara berkala dan 
memberikan rekomendasi tentang jenis dan jumlah asuransi 
yang ditutup oleh perseroan. 

d) Komite audit, bertugas mendorong struktur pengawasan 
internal yang memadai, memberdayakan audit internal, 
meningkatkan kualitas keterbukaan keuangan dan pelaporan, 
dan mengkaji ulang ruang lingkup, ketepatan, independensi, 
serta objektivitas auditor eksternal 

c. Direksi 
1) Peranan direksi 

     Direksi bertugas untuk mengelola perusahaan. Direksi wajib 
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada 
pemegang saham melalui RUPS. Untuk membantu pelaksanaan 
tugasnya, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkannya, direksi 
dapat menggunakan jasa profesional yang mandiri sebagai 
penasehat. 
     Setiap anggota direksi haruslah orang yang berwatak baik dan 
berpengalaman untuk jabatan yang didudukinya. 
     Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan baik demi 
kepentingan perseroan dan direksi harus memastikan agar 
perseroan melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta 
memperhatikan kepentingan dari berbagai pihak yang 
berkepentingan. Direksi wajib senantiasa mengupayakan untuk 
dipatuhinya pedoman ini. 

2) Komposisi 
      Komposisi direksi harus sedemikian rupa sehingga 
memungkinkan pengambilan putusan yang efektif, tepat, dan cepat 
serta dapat bertindak secara independen dalam arti tidak 
mempunyai kepentingan yang mengganggu kemampuannya untuk 
melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis.  
     Tergantung dari sifat khusus suatu perseroan, seyogyanya 
paling sedikit 20% dari jumlah direksi harus berasal dari kalangan 
di luar perseroan guna meningkatkan efektivitas atas peran 
manajemen, dan transparan dari pertimbangannya. 
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     Anggota yang berasal dari kalangan di luar perseroan itu harus 
bebas dari pengaruh anggota dewan komisaris dan anggota direksi 
lainnya serta pemegang saham pengendali. 
     Dalam proses pencalonan dan pengangkatan direksi dari 
kalangan di luar perseroan harus diupayakan agar pendapat 
pemegang saham minoritas diperhatikan sebagai wujud 
perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas dan 
pihak yang berkepentingan. 

3) Kepatuhan pada Anggaran Dasar dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku 
     Dalam melaksanakan tugasnya, direksi harus mematuhi 
anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Oleh karena itu setiap anggota direksi wajib memahami 
anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan tugas dan kewenangan direksi yang berlaku dari 
waktu ke waktu. 

4) Larangan mengambil keuntungan pribadi 
     Para anggota direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi 
dari kegiatan perseroan selain gaji, tunjangan dan kompensasi 
berbasis saham yang diterimanya sebagai anggota direksi 
berdasarkan keputusan RUPS. 

5) Rapat direksi 
     Rapat direksi harus diadakan secara berkala yaitu sekurang-
kurangnya sekali sebulan, tergantung dari sifat khusus 
perseroannya. 
     Direksi harus menetapkan tata tertib rapat direksi dan 
mencantumkannya dengan jelas dalam risalah rapat direksi di mana 
tata tertib tersebut ditetapkan. 
     Risalah rapat direksi harus dibuat untuk setiap rapat direksi. 
Dalam risalah rapat tersebut harus dicantumkan pendapat yang 
berbeda dengan apa yang diputuskan dalam rapat direksi (bila ada). 
Setiap anggota direksi berhak menerima salinan risalah rapat 
direksi, terlepas apakah anggota direksi yang bersangkutan hadir 
atau tidak hadir dalam rapat direksi tersebut.  
     Dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal pengiriman 
risalah tersebut, setiap anggota direksi yang hadir dan/atau diwakili 
dalam rapat direksi yang bersangkutan harus menyampaikan 
persetujuan dan/ atau usul perbaikannya, bila ada, atas apa yang 
tercantum dalam rapat direksi kepada pimpinan rapat direksi 
tersebut.  
     Jika keberatan dan/ atau usul perbaikan tidak diterima dalam 
jangka waktu tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa memang 
tidak ada keberatan dan/ atau perbaikan terhadap risalah rapat 
direksi yang bersangkutan. 
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     Risalah asli dari setiap rapat direksi harus dijilid dalam 
kumpulan tahunan dan disimpan oleh perseroan serta harus tersedia 
bila diminta oleh setiap anggota dewan komisaris dan direksi. 

6) Pengawasan internal 
     Direksi harus menetapkan suatu sistem pengawasan internal 
yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perseroan. 
     Direksi juga harus membuat suatu sistem pengendalian 
informasi internal dengan tujuan : 
a) Mengamankan informasi perseroan yang penting 
b) Agar informasi perseroan dapat dengan cepat disampaikan 

kepada sekretaris perusahaan, jika ada 
 Pengawasan internal adalah suatu proses yang bertujuan untuk 
mencapai kepastian berkenaan dengan : 
a) Kebenaran informasi keuangan 
b) Efektivitas dan efisiensi proses pengelolaan perseroan 
c) Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang terkait 

7) Peran direksi dalam akuntansi 
     Direksi wajib memberitahu komite audit jika direksi 
memerlukan pendapat kedua mengenai masalah akuntansi yang 
penting. 

8)  Penyelenggaraan daftar-daftar oleh direksi 
     Direksi wajib menyelenggarakan dan menyimpan daftar 
pemegang saham dan daftar khusus sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
     Daftar pemegang saham dan daftar khusus wajib disediakan di 
kantor perseroan. Pemegang saham, anggota dewan komisaris dan 
direksi perseroan berhak membaca daftar tersebut. Daftar tersebut 
masing-masing harus dijilid. Semua pencatatan dalam daftar 
tersebut harus ditandatangani sesuai dengan Anggaran Dasar. 

d. Sistem audit 
1) Eksternal auditor 

     Eksternal auditor harus ditunjuk oleh RUPS dari calon yang 
diajukan oleh dewan komisaris berdasarkan komite audit. Komite 
audit melalui dewan komisaris wajib menyampaikan kepada RUPS 
alasan pencalonan tersebut dan besarnya gaji dan tunjangan yang 
diusulkan untuk eksternal auditor tersebut. 
     Eksternal auditor tersebut harus bebas dari pengaruh dewan 
komisaris, direksi, dan pihak yang berkepentingan di perseroan 
(stakeholders) 
     Perseroan harus menyediakan bagi eksternal auditor semua 
catatan akuntansi dan data penujang yang diperlukan sehingga 
memungkinkan eksternal auditor memberikan pendapat tentang 
kewajaran, ketaat-azasan, dan kesesuaian laporan keuangan 
perseroan dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Para 
eksternal auditor harus memberitahu perseroan melalui komite 
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audit mengenai kejadian dalam perseroan yang tidak sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku (bila ada). 

2) Komite audit 
     Dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang 
beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris. Dewan 
Komisaris dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, 
pengalaman dan kualitas yang dibutuhkan, untuk duduk sebagai 
anggota komite audit guna mencapai tujuan komite audit. Komite 
audit harus bebas dari pengaruh direksi, eksternal auditor dan 
dengan demikian hanya bertanggungjawab kepada dewan 
komisaris. 
     Penggantian anggota komite audit harus mendapat persetujuan 
lebih dari 50% jumlah anggota dewan komisaris. Tugas dan 
tanggung jawab komite audit, antara lain meliputi : 
a) Mendorong terbentuknya struktur pengawasan internal yang 

memadai 
b) Meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan 
c) Mengaji ruang lingkup dan ketepatan eksternal audit, 

kewajaran biaya eksternal audit, serta kemandirian dan 
objektivitas eksternal auditor. 

d) Mempersiapkan surat (yang ditandatangani komite audit) yang 
menguraikan tugas dan tanggung jawab komite audit selama 
tahun buku yang sedang diperiksa dan eksternal auditor, surat 
tersebut harus disertakan dalam laporan tahunan yang 
disampaikan kepada pemegang saham. 
Komite audit harus memiliki fasilitas dan kewenangan yang 
cukup untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung 
jawabnya. 

3) Informasi 
     Dewan komisaris dan direksi harus memastikan bahwa external 
auditor, maupun internal auditor dan komite audit memiliki akses 
terhadap informasi mengenai perseroan yang perlu untuk 
melaksanakan tugas audit mereka. 

4) Kerahasiaan 
     Kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, baik eksternal auditor dan internal auditor maupun komite 
audit harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu 
melaksanakan tugasnya. 

5) Peraturan audit 
     RUPS harus menetapkan peraturan internal yang bersifat 
mengikat dan mengatur berbagai aspek audit termasuk kualifikasi, 
hak dan kewajiban, tanggung jawab dan kegiatan eksternal auditor 
dan internal auditor. 
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e. Sekretaris perusahaan 
1) Fungsi sekretaris perusahaan 

     Dengan memperhatikan sifat khusus masing-masing perseroan, 
pada dasarnya direksi dianjurkan agar mengangkat sekretaris 
perusahaan yang bertindak sebagai pejabat penghubung (liason 
officer) dan dapat ditugaskan oleh direksi untuk menatausahakan 
serta menyimpan dokumen perseroan, termasuk tetapi tidak 
terbatas pada daftar pemegang saham, daftar khusus perseroan dan 
risalah rapat direksi maupun RUPS. 

2) Kualifikasi 
     Sekretaris perusahaan harus memiliki kualifikasi akademis yang 
memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 
dengan baik. Fungsi ini dapat dijalankan oleh salah seorang 
anggota direksi perusahaan. 

3) Akuntabilitas 
     Sekretaris perusahaan bertanggung jawab kepada direksi 
perseroan 

4) Peran sekretaris perusahaan dalam pengungkapan hal-hal tertentu 
     Sekretaris perusahaan harus memastikan bahwa perseroan 
mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan yang berlaku, 
dan wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan tugasnya 
kepada direksi secara berkala dan kepada dewan komisaris apabila 
diminta oleh dewan komisaris. 

f. Pihak-pihak yang berkepentingan 
1) Hak pihak yang berkepentingan 

     Hak pihak yang berkepentingan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan/atau kontrak yang dibuat 
oleh perseroan dengan karyawan, pelanggan, pemasok, dan 
kreditur, maupun masyarakat di sekitar tempat usaha perseroan, 
dan pihak yang berkepentingan lainnya, harus dihormati perseroan. 
Selanjutnya kepada pihak yang berkepentingan diupayakan suatu 
cara yang memadai untuk memulihkan hak mereka jika terbukti 
terjadi pelanggaran terhadap hak mereka. 

2) Keikutsertaan pihak yang berkepentingan dalam pemantauan atas 
pemenuhan peraturan perundang-undangan 
     Pihak yang berkepentingan diberi kesempatan untuk memantau 
pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh 
direksi dan untuk menyampaikan masukan mengenai hal tersebut 
kepada direksi. Sedangkan perseroan harus memberikan kepada 
pihak yang berkepentingan informasi terkait yang diperlukan untuk 
melindungi hak mereka. Perseoan akan bekerja sama dengan pihak 
yang berkepentingan demi kepentingan bersama. 

g. Keterbukaan 
1) Keterbukaan yang tepat waktu dan akurat 

     Perseroan wajib mengungkapkan informasi penting dalam 
laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan kepada pemegang 
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saham dan instansi pemerintah yang terkait sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, 
akurat, jelas, dan secara objektif. 

2) Hal-hal penting dalam pengambilan keputusan 
     Selain dari yang tercantum dalam laporan tahunan dan laporan 
keuangan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku, perseroan harus mengambil inisiatif untuk 
mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh 
peraturan perundang-undangan namun juga hal yang penting untuk 
mengambil keputusan oleh pemodal, pemegang saham, kreditur, 
dan pihak yang berkepentingan lainnya mengenai : 
a) Tujuan, sasaran usaha, dan strategis perseroan 
b) Status pemegang saham utama dan para pemegang saham 

lainnya serta informasi terkait mengenai pelaksanaan hak-hak 
pemegang saham. 

c) Kepemilikan saham silang dan jaminan utang secara silang 
d) Penilaian terhadap perseroan oleh eksternal auditor, lembaga 

pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya. 
e) Riwayat hidup anggota dewan komisaris, direksi, dan eksekutif 

perseroan serta gaji dan tunjangan mereka. 
f) Sistem pemberian honorarium untuk eksternal auditor 

perseroan. 
g) Sistem penggajian dan pemberian tunjangan untuk internal 

auditor, anggota dewan komisaris, direksi, dan eksekutif kunci. 
h) Faktor resiko material yang dapat diantisipasi, termasuk 

penilaian manajemen atas iklim berusaha dan faktor resiko. 
i) Informasi material mengenai karyawan perseroan dan pihak 

yang berkepentingan lainnya 
j) Klaim material yang diajukan oleh dan/ atau terhadap 

perseroan, dan perkara yang ada di badan peradilan atau badan 
arbitrase yang melibatkan perseroan 

k) Benturan kepentingan yang mungkin akan terjadi dan/ atau 
yang sedang berlangsung 

l) Pelaksanaan pedoman Good Corporate Governance 
3) Pengungkapan atas kepatuhan terhadap pedoman 

     Perseroan harus secara aktif mengungkapkan bagaimana 
perseroan telah menerapkan prinsip Good Corporate Governance 
yang dimuat dalam pedoman ini dan adanya penyimapangan dari 
dan/ atau ketidak patuhan terhadap prinsip tersebut, termasuk 
alasannya. Hal ini harus meliputi pernyataan mengenai masalah 
corporate governance yang khususnya dihadapi oleh perseroan 
sehingga dapat memahami bagaimana suatu perseroan tertentu 
menghadapi masalah tersebut. 

4) Pengungkapan informasi yang dapat mempengaruhi harga 
     Perseroan harus memastikan bahwa semua informasi yang dapat 
mempengaruhi harga saham dan/atau produk perseroan 
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dirahasiakan sampai pengumuman mengenai harga tersebut 
dilakukan kepada masyarakat. Namun, jika kerahasiaan tidak dapat 
dipertahankan sampai transaksi atau hal yang bersangkutan terjadi, 
suatu pengumuman peringatan mungkin diperlukan untuk 
mencegah terciptanya informasi yang menyesatkan, dengan 
memperhatikan peraturan perundang-undangan. 

h. Kerahasiaan 
      Dewan komisaris dan direksi bertanggungjawab kepada perseroan 
untuk menjaga kerahasiaan informasi perseroan. 
     Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota 
dewan komisaris atau anggota direksi harus tetap dirahasiakan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

i. Informasi orang dalam 
     Anggota dewan komisaris dan direksi yang memiliki saham dalam 
perseroan serta setiap orang dalam dilarang menyalahgunakan 
informasi penting yang berkaitan dengan perseroan. Informasi 
sehubungan dengan rencana pengambil-alihan, penggabungan usaha 
dan pembelian kembali saham pada umumnya dianggap sebagai 
“informasi orang dalam”, anggota dewan komisaris, direksi, dan para 
eksekutif perseroan yang bersangkutan dalam pelaksanaan rencana 
tersebut harus memberlakukan semua pemegang saham secara adil. 

j. Etika berusaha dan anti korupsi 
     Anggota dewan komisaris, direksi, dan karyawan perseroan 
dilarang untuk memberikan atau menawarkan, baik langsung ataupun 
tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada pelanggan atau seorang 
pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa 
yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
     Semua tanda terima kasih dalam kegiatan usaha, seperti hadiah, 
sumbangan atau “entertainment”, sekali-kali tidak boleh dilakukan 
pada suatu keadaan yang dapat dianggap sebagai perbuatan yang tidak 
patut. Perseroan wajib membuat suatu pedoman tentang perilaku etis, 
yang pada dasarnya memuat nilai-nilai etika berusaha. Ketentuan 
dalam pedoman harus dinyatakan dengan singkat dan jelas, tetapi 
cukup rinci guna memberikan arahan yang jelas perihal etika berusaha 
kepada siapa pedoman itu ditujukan. 

k. Donasi 
     Dana, aset, atau keuntungan perseroan yang terhimpun untuk 
kepentingan para pemegang saham perseroan tidak patut digunakan 
untuk kepentingan donasi politik. 
     Donasi politik oleh perseroan ataupun pemberian suatu aset 
perseroan kepada partai politik atau seorang atau lebih calon anggota 
legislatif hanya boleh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
     Dalam batas kepatutan, donasi untuk tujuan amal dapat dibenarkan. 
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l. Kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan tentang proteksi 
kesehatan, keselamatan kerja, dan pelestarian lingkungan 
     Direksi wajib memastikan bahwa perseroan, pabrik, toko, kantor, 
dan lokasi usaha serta fasilitas perseroan lainnya memenuhi peraturan 
perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian 
lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja.  
     Direksi wajib mengambil tindakan yang tepat untuk menghindar 
terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan di tempat kerja. 
Karyawan harus memperoleh tempat kerja yang aman dan sehat. 
Dalam melaksanakan tugas ini, direksi wajib memperhatikan 
pengembangan proses industri yang selalu dapat berubah dari waktu ke 
waktu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan 
norma standar kehati-hatian yang wajar. 

m. Kesempatan kerja yang sama 
     Direksi wajib menggunakan kemampuan bekerja, kualifikasi dan 
kriteria yang terkait dengan hubungan kerja.  
     Direksi harus mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, 
memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir, serta menentukan 
persyaratan kerja lainnya tanpa memperhatikan latar belakang etnik, 
agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yag dipunyai seseorang atau 
keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-
undangan. 
     Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala 
bentuk tekanan (pelecehan) yang mungkin timbul sebagai akibat 
perbedaan watak, keadaan pribadi dan latar belakang kebudayaan 
seseorang. 

 
 

5. Tujuan Penerapan Good Corporate Governance 

     Tujuan penerapan GCG menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate 

Governance (KNKCG) adalah : 

a. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui 
pengelolaan yang didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, 
responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran 

b. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing 
organ perusahaan, yaitu dewan komisaris, direksi, dan rapat umum 
pemegang saham 

c. Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris, dan anggota 
direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya 
dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan 
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d. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial 
perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama 
di sekitar perusahaan 

e. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap 
memperhatikan pemangku kepentingan lainnya 

f. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun 
internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat 
mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang 
berkesinambungan 

 
 

6. Manfaat Penerapan Good Corporate Governance 

     The Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dalam 

Ilmasari (2007) menyatakan bahwa penerapan good corporate governance 

memiliki beberapa manfaat, yaitu : 

a. Lebih mudah memperoleh modal 

Penerapan GCG dipercaya oleh investor sebagai cara untuk 

mengurangi resiko akibat tindakan manajemen yang mendahulukan 

kepentingannya dalam mengelola perusahaan, yang dapat berakibat 

pada kehancuran perusahaan. Investor tidak segan untuk bekerja sama 

dengan perusahaan yang menerapkan GCG karena dengan menerapkan 

GCG, perusahaan telah berupaya untuk mengelola kegiatan perusahaan 

secara tertib, transparan, bertanggung jawab, dan lebih berhati-hati     

(Swa, 2001) 

b. Biaya modal yang lebih rendah 

Biaya modal adalah jumlah keuntungan yang harus dipakai sebagai 

jumlah terendah yang dapat diterima untuk mempertimbangkan 

pengeluaran modal tertentu (Drucker ,1982). Biaya modal terkait 

dengan tingkat pengembalian minimum yang diharapkan oleh 
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pemegang saham dalam investasinya. Biaya modal dipengaruhi oleh 

hubungan antara resiko dan tingkat pengembalian. Semakin besar 

resiko yang ditanggung investor maka semakin tinggi pula tingkat 

pengembalian yang diharapkan investor. Tingginya tingkat 

pengembalian menyebabkan biaya modal juga meningkat ( Noviarty, 

2005). Penerapan GCG akan menurunkan resiko karena investor 

berkeyakinan bahwa manajer akan memberikan keuntungan  dengan 

tidak menginvestasikan dana mereka pada proyek yang tidak 

menguntungkan. Menurunnya resiko akan membuat tingkat 

pengembalian menurun sehingga biaya modal juga menjadi lebih 

rendah.  

c. Memperbaiki kinerja usaha 

Penerapan GCG diharapkan dapat menghilangkan KKN dan dapat 

menciptakan iklim berusaha yang sehat. Penerapan GCG secara benar 

dan konsisten akan membuat suasana kerja lebih kondusif karena 

perusahaan telah menerapkan sistem pengelolaan yang sesuai dengan 

pembagian peran masing-masing. Penerapan GCG juga dapat 

menciptakan keseimbangan di antara struktur internal perusahaan 

sehingga pengambilan keputusan dapat lebih dipertanggungjawabkan 

(Swa, 2005) 

d.  Mempengaruhi harga saham 

Survei CLSA Emerging Market menemukan adanya korelasi positif 

antara harga saham dengan praktek GCG. Selama tiga tahun, nilai 
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saham 100 perusahaan di pasar yang sedang berkembang meningkat 

rata-rata 127% (Swa, 2001). Dengan kata lain investor mempercayai 

perusahaan yang menerapkan GCG, yang akan membuat nilai pasar 

saham akan terus meningkat. 

e.  Memperbaiki kinerja ekonomi 

Semakin membaiknya kinerja usaha perusahaan yang menerapkan 

GCG akan menarik investor untuk menanamkan dananya pada 

perusahaan-perusahaan di Indonesia. Hal ini akan membawa dampak 

yang lebih luas pada membaiknya kinerja ekonomi. 

 

7. Pengungkapan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance  

     Pengungkapan (Hendriksen, 1996 dalam Zuroh dan Sukmawati, 2003) 

adalah penyediaan sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk 

pengoperasian secara optimal pasar modal efisien. Zubaidah dan Zulfikar 

(2005) mendefinisikan pengungkapan informasi sebagai pemberian 

informasi oleh perusahaan, baik yang positif maupun negatif, yang 

memungkinkan berpengaruh atas suatu keputusan investasi. Chariri dan 

Ghozali (2003: 235) mengemukakan bahwa pengungkapan memiliki arti 

tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. 

     Pengungkapan secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu 

pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib 

merupakan pengungkapan yang didasarkan pada peraturan atau suatu 

standar tertentu, misalnya pengungkapan yang diatur oleh Bapepam dan 
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Bursa Efek Indonesia. Sementara itu, pengungkapan sukarela adalah 

pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari peraturan 

yang berlaku (Zuroh dan Sukmawati, 2003). Informasi yang diungkapkan 

dalam pengungkapan sukarela dapat berupa informasi keuangan dan non 

keuangan (Nugrahanti, 2006). Informasi keuangan misalnya informasi 

mengenai proyeksi penjualan untuk tahun berikutnya, proyeksi laba untuk 

tahun berikutnya, dan rasio-rasio keuangan untuk enam tahun atau lebih. 

Informasi non keuangan misalnya informasi mengenai strategi perusahaan, 

struktur organisasi perusahaan, dan pemeliharaan lingkungan hidup yang 

dilakukan perusahaan. 

 KNKCG dalam Pedoman GCG mengemukakan pentingnya 

pengungkapan penerapan GCG dalam suatu perusahaan. Perusahaan harus 

mengemukakan bagaimana GCG telah diterapkan dalam suatu perusahaan, 

masalah-masalah yang dihadapi, bahkan penyimpangan yang terjadi dalam 

penerapan good corporate governance beserta alasannya. Akan tetapi 

penerapan Pedoman GCG yang telah disusun oleh KNKCG tersebut masih 

bersifat sukarela sehingga pengungkapan penerapannya masih bersifat 

sukarela, kecuali beberapa hal yang diwajibkan oleh peraturan 

(Kusumawati, 2004). 

     Kusumawati (2004) dalam penelitiannya mengenai pengungkapan 

corporate governance menyusun indeks pengungkapan good corporate 

governance yang didasarkan pada Pedoman GCG. Sebagian besar item-

item yang disusun dalam penelitian ini termasuk  pengungkapan sukarela.  
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     Utami (2005) mengemukakan bahwa laporan tahunan perusahaan 

terdiri dari dua komponen yaitu laporan keuangan dan informasi 

tambahan. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan 

perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 

Catatan atas laporan keuangan merupakan pengungkapan yang diwajibkan 

oleh standar akuntansi. Sementara itu informasi tambahan merupakan 

pengungkapan yang dianjurkan dan diperlukan untuk memberikan 

penyajian yang wajar dan relevan. Utami (2005) mengelompokkan 

pengungkapan good corporate governance dalam laporan tahunan sebagai 

pengungkapan yang disajikan dalam informasi tambahan. Sebagian besar 

pengungkapan yang disajikan dalam informasi tambahan merupakan 

pengungkapan sukarela. 

 

B. Abnormal Return 

     Abnormal return merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya 

terjadi terhadap return ekspektasi. Return ekspektasi adalah return yang 

diharapkan oleh investor. Sementara itu return yang sesungguhnya terjadi 

merupakan selisih harga sekarang relatif terhadap harga sebelumnya 

(Jogiyanto :  2003, 433).  

Abnormal return dihitung dengan rumus : 

ARi,t        = Ri,t – E[Ri,t] 

ARi,t       = abnormal return sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t 
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Ri,t         = return yang sesungguhnya terjadi untuk sekuritas ke-i pada  periode  

ke-t 

E[Ri,t]  = return ekspektasi untuk sekuritas ke-I pada periode peristiwa ke-t 

Return yang sesungguhnya terjadi diperoleh dengan rumus : 

Ri,t = Pi,t – Pi,t-1 

       Pi,t-1 

Ri,t   = return yang sesungguhnya terjadi untuk sekuritas ke-i pada   periode 

ke-t 

Pi,t     = harga sekuritas ke-i pada periode ke-t 

Pi,t-1 = harga sekuritas ke-i pada periode ke- t-1 

Return ekspektasi dihitung dengan menggunakan salah satu rumus berikut : 

1. Mean-adjusted model                 

               t2 
E[Ri,t] =       ∑  Ri.j 
                  j = t1 
         
                        t 

E[Ri,t]  = return ekspektasi sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t 

Ri.j       = return realisasi sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-j 

t = lamanya periode estimasi, yaitu dari t1 sampai t2 

2.  Market model 

Ri,j = αi + βi . RMJ + εi,j 

Ri,j = return yang sesungguhnya terjadi untuk sekuritas i pada periode   

                   estimasi ke-j 

αi = intercept untuk sekuritas ke-i 
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βi = koefisien slope uang merupakan Beta dari sekuritas ke-i 

RMJ    = return indeks pasar pada periode estimasi ke-j yang dapat dihitung 

dengan rumus RMJ = (IHSGj – IHSGj-1) / IHSGj-1 dengan IHSG 

adalah Indeks Harga Saham Gabungan 

εi,j  = kesalahan residu sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-j 

3. Market-adjusted model 

Rmt =        IHSGt – IHSGt-1 

                    IHSGt-1   

Rmt   = return pasar 

IHSGt   = Indeks Harga Saham Gabungan periode ke-t 

IHSGt-1   = Indeks Harga Saham Gabungan periode t-1 

 
  
C. Abnormal Trading Volume 

     Abnormal trading volume (volume perdagangan saham tidak normal) 

merupakan selisih antara volume perdagangan saham  suatu perusahaan pada 

hari tertentu dengan volume perdagangan harapan (Subroto, 2003, Beza dan 

Na’im, 1998, Nugrahanti, 2006).  

ATVAi,t = TVAi,t – E [TVAi,t] 

Volume perdagangan saham dihitung dengan rumus: 

TVAi,t = Saham perusahaan i yang diperdagangkan pada waktu t 

                    Saham perusahaan i yang beredar pada waktu t 
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Volume perdagangan harapan  dihitung dengan rumus: 

                       t2 
E [TVAi,t] =   ∑    TVAi,t             
                      j = t1 
              
                               t 

E [TVAi,t]    = Volume perdagangan saham harapan saham  ke-i pada periode   

                       peristiwa  ke-t 

TVAi,t        = volume perdagangan saham ke-i pada periode estimasi ke-j 

t  = lamanya periode estimasi, yaitu dari t1 sampai t2 

 

D. Hubungan antara Pengungkapan Penerapan Prinsip Good Corporate 

Governance dengan Abnormal Return dan Abnormal Trading Volume 

     Investor memiliki keyakinan bahwa dengan menerapkan GCG perusahaan 

telah berupaya untuk menjadi perusahaan yang dapat dipercaya (Swa, 2002). 

Hal ini berarti bahwa investor yakin bahwa  manajemen perusahaan tidak akan 

mencuri, menggelapkan, atau menginvestasikan dana mereka dalam proyek-

proyek yang tidak menguntungkan. Salah satu cara agar investor memahami 

dan mengetahui apakah suatu perusahaan menerapkan GCG dengan baik dapat 

diperoleh melalui informasi yang ada di dalam laporan tahunan (Utami, 2005). 

     Kepercayaan investor terhadap informasi yang diungkapkan dalam laporan 

tahunan dapat dilihat melalui reaksi pasar. Pengujian terhadap reaksi pasar 

terkait dengan pengujian terhadap hipotesis efisiensi pasar. Pasar dikatakan 

efisien jika pasar bereaksi dengan cepat dan akurat untuk mencapai harga 

keseimbangan baru yang sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia. 

Bentuk efisiensi pasar dapat ditinjau dari ketersediaan informasi dan 
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kecanggihan pelaku pasar dalam pengambilan keputusan berdasarkan analisis 

dari informasi yang tersedia (Jogiyanto, 2003 : 370). Fama (1970) dalam 

Jogiyanto (2003:370-375) membagi efisiensi pasar secara informasi dalam 

tiga kelompok, yaitu efisiensi pasar bentuk lemah, efisiensi pasar bentuk 

setengah kuat, dan efisiensi pasar bentuk kuat. Efisiensi pasar bentuk lemah 

adalah pasar yang harga sekuritasnya secara penuh mencerminkan informasi 

masa lalu. Efisiensi pasar bentuk setengah kuat adalah pasar yang harga 

sekuritasnya secara penuh mencerminkan semua informasi yang 

dipublikasikan. Efisiensi pasar bentuk kuat adalah pasar yang harga dari 

sekuritasnya secara penuh mencerminkan semua informasi termasuk informasi 

privat. 

     Pengujian terhadap reaksi pasar dapat dilihat dengan adanya reaksi harga 

dan volume perdagangan saham. Bila investor menganggap informasi tersebut 

sebagai informasi yang baik (good news) maka kepercayaan investor dapat 

tercermin melalui reaksi harga saham maupun volume perdagangan saham.      

Reaksi harga dapat diketahui melalui adanya abnormal return, sementara 

reaksi perdagangan saham dapat diketahui melalui adanya abnormal trading 

volume. Subroto (2003) mengatakan bahwa untuk mengetahui reaksi pasar 

sebagai cerminan dari kepercayaan investor  maka dilakukan pengujian 

terhadap reaksi harga saham dan volume perdagangan. Oleh karena itu, jika 

investor menganggap informasi mengenai penerapan prinsip good corporate 

governance yang diungkapkan dalam laporan tahunan sebagai informasi yang 

baik maka diharapkan pengungkapan tersebut akan berhubungan dengan 
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adanya abnormal return dan abnormal trading volume saat pengumuman 

laporan tahunan. 

    

E. Penelitian Terdahulu  

     Khomsiyah (2005) menggunakan indeks corporate governance dalam 

penelitiannya untuk melihat hubungan antara corporate governance dengan 

pengungkapan. Indeks corporate governance ini ditentukan berdasarkan 

ketaatan emiten terhadap prinsip-prinsip corporate governance.  Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan indeks corporate 

governance lebih tinggi cenderung mengungkapkan informasi lebih banyak 

dalam laporan tahunan. Darmawati, Khomsiyah, dan Rahayu (2005) juga 

menggunakan indeks ini untuk meneliti hubungan corporate governance dan 

kinerja perusahaan. 

     Kusumawati (2004, 2007) menggunakan 161 item yang direkomendasikan 

dalam pedoman GCG untuk menilai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

transparansi GCG dalam laporan tahunan. Item ini juga digunakan untuk 

meneliti hubungan antara profitabilitas dan tingkat pengungkapan sukarela 

corporate governance (Kusumawati, 2007).  

     Isgiyarta dan Tristiarini (2005) melakukan penelitian pengaruh penerapan 

prinsip corporate governance terhadap abnormal return pada saat 

pengumuman laporan keuangan pada 76 perusahaan yang terdaftar di BEJ 

yang dipilih secara acak. Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan 

prinsip GCG yang meliputi transparansi, kewajaran, akuntabilitas, dan 
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pertanggungjawaban memiliki pengaruh yang signifikan terhadap abnormal 

return. 

     Penelitian mengenai reaksi pasar publikasi informasi yang berkaitan 

dengan corporate  governance juga telah dilakukan. Penelitian-penelitian 

tersebut diantaranya dilakukan oleh Sulistyanto dan Prapti (2003), Rahardjo 

(2004), Almilia dan Sifa (2006), serta Ilmasari (2007). Sulistyanto dan Prapti 

(2003) menemukan bahwa masyarakat merespon pengumuman pemberian 

Annual Report Award sebagai bukti kepercayaan masyarakat terhadap konsep 

GCG. Rahardjo (2004) menemukan bahwa publikasi perusahaan yang dinilai 

berdasarkan prinsip GCG direspon secara positif oleh pasar. Almilia dan Sifa 

(2006) menemukan bahwa pasar merespon adanya pengumuman Corporate 

Governance Perception Index (CGPI). Ilmasari (2007) menemukan bahwa ada 

perbedaan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah publikasi CGPI 

untuk perusahaan yang termasuk sepuluh besar. Reaksi pasar ini diketahui 

dengan  abnormal return dan volume perdagangan saham. Subroto (2003) 

menggunakan cumulative abnormal return dan cumulative abnormal trading 

volume untuk meneliti kepercayaan investor di pasar modal. Kepercayaan 

pasar ini terkait dengan adanya pengungkapan informasi keuangan. 

     Utami (2005) dalam penelitiannya mengenai praktik pengungkapan aspek 

tata kelola perusahaan dalam laporan tahunan dan relevansinya bagi investor 

menyatakan bahwa pengungkapan aspek good corporate governance 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga dan volume transaksi 
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saham. Pengungkapan yang dianggap paling relevan oleh manajer investasi 

adalah pengungkapan aspek kinerja dan strategi bisnis emiten. 

     Maieness et.al (2002) yang memberikan komentar atas pendapat Financial 

Accounting Standard Board (FASB) tentang pengungkapan kinerja 

nonkeuangan menyatakan bahwa pengukuran kinerja nonkeuangan relevan 

untuk memprediksi kinerja keuangan perusahaan di masa depan dan juga 

dapat digunakan untuk menilai ekuitas perusahaan. Zuroh dan Sukmawati 

(2003) menemukan bahwa luas pengungkapan sosial dalam laporan tahunan 

perusahaan berpengaruh terhadap volume perdagangan saham. Volume 

perdagangan saham dihitung dengan menggunakan volume perdagangan 

saham di luar normal. Nugrahanti (2006) melakukan penelitian tentang 

hubungan luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan dengan 

menggunakan volume perdagangan saham tidak normal untuk melihat reaksi 

pasar.  

      

F. Perumusan Hipotesis Penelitian 

     Good corporate governance merupakan suatu proses dan struktur yang 

diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama untuk 

meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap 

memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya (IICG dalam Khomsiyah, 

2005). Perusahaan yang menerapkan GCG diyakini telah berupaya untuk 

menjadi perusahaan yang terpercaya karena perusahaan bekerja secara lebih 

tertib, transparan, dan berhati-hati. Oleh karena itu investor berkeyakinan 
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bahwa dengan menerapkan GCG, manajer perusahaan tidak akan 

menginvestasikan dana mereka dalam proyek-proyek yang tidak 

menguntungkan. Perusahaan yang menerapkan GCG akan menarik investor 

untuk menginvestasikan dana mereka dalam perusahaan tersebut. 

     Investor dapat memperoleh informasi mengenai penerapan GCG salah 

satunya melalui pengungkapkan dalam laporan tahunan. Isgiyarta dan 

Tristiarini (2005) menemukan bahwa penerapan prinsip GCG berpengaruh 

signifikan terhadap abnormal return pada saat pengumuman laporan tahunan. 

Pengungkapan aspek tata kelola perusahaan dalam laporan tahunan juga 

berpengaruh  signifikan terhadap harga dan volume saham (Utami, 2005). 

Penelitian Sulistyanto dan Prapti (2003), Rahardjo (2004), Almilia dan Sifa 

(2006), serta Ilmasari (2007) mengenai reaksi pasar publikasi informasi yang 

berkaitan dengan GCG menemukan bahwa pasar bereaksi atas informasi 

tersebut. Reaksi tersebut ditunjukkan dengan adanya abnormal return dan 

volume perdagangan saham. 

     Berdasarkan uraian di atas maka diharapkan pengungkapan penerapan 

prinsip-prinsip good corporate governance dalam laporan tahunan akan 

berhubungan dengan kepercayaan investor. Reaksi investor dapat dilihat 

melalui reaksi harga dan volume perdagangan saham yang diketahui melaui 

adanya abnormal return dan abnormal trading volume.  Oleh karena itu 

hipotesis penelitian ini adalah : 

H1  : Terdapat hubungan antara pengungkapan     penerapan    prinsip    good   
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 corporate    governance  dengan abnormal return saat pengumuman 

laporan tahunan. 

H2 : Terdapat hubungan antara pengungkapan    penerapan    prinsip    good     

corporate    governance  dengan abnormal trading volume saat 

pengumuman laporan tahunan. 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

     Jenis penelitian ini adalah studi empiris, yaitu penelitian terhadap fakta 

empiris yang diperoleh berdasarkan observasi atau pengalaman 

(Indriantoro dan Supomo, 2002 : 29). Kesimpulan yang diperoleh dari 

penelitian ini akan berlaku untuk semua subjek penelitian. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara berupa buku-buku, jurnal, 

majalah, dan website. Laporan tahunan perusahaan manufaktur diperoleh 

dari situs www.idx.co.id, sementara itu data tanggal publikasi dan data 

saham harian diperoleh dari ISMD (Indonesian Security Market Database) 

PPA FE UGM dan ICMD (Indonesia Capital Market Directory).  

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

     Penelitian dilakukan di Pojok BEI Universitas Sanata Dharma 

Yogyakarta. Waktu penelitian dilakukan pada bulan April 2008. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

     Subjek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2005. Objek penelitian adalah 

pengungkapan penerapan prinsip good corporate governance dalam 
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laporan tahunan pada tahun 2005 serta abnormal return dan abnormal 

trading volume. 

 

D. Populasi dan Sampel 

     Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang 

yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2005. Sementara itu, sampel adalah sebagian dari elemen-elemen populasi 

yang akan diteliti. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive 

sampling yaitu populasi yang dijadikan sampel merupakan populasi yang 

memenuhi kriteria tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang 

representatif sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria yang 

digunakan untuk memilih sampel sebagai berikut: 

a. Perusahaan mengeluarkan laporan tahunan tahun 2005. 

b. Perusahaan memiliki data mengenai tanggal publikasi. 

c. Perusahaan mempunyai nilai buku ekuitas positif 

 

E. Data yang Dibutuhkan 

a. Laporan tahunan perusahaan manufaktur tahun 2005. 

b. Tanggal publikasi laporan tahunan tahun 2005 

c. Nilai buku ekuitas perusahaan 

d. Data saham harian perusahaan manufaktur  tahun 2005 dan tahun 2006 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

     Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu 

mengumpulkan dan mencatat data-data yang sudah jadi meliputi laporan 

tahunan perusahaan manufaktur tahun 2005, data tanggal publikasi, nilai 

buku ekuitas, dan data saham harian. Laporan tahunan dan nilai buku 

ekuitas perusahaan manufaktur tahun 2005 diperoleh dari situs 

www.idx.co.id, sementara itu data tanggal publikasi dan data saham harian 

diperoleh dari ISMD (Indonesian Security Market Database) PPA FE 

UGM dan ICMD (Indonesia Capital Market Directory).  

  

G. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah pengungkapan penerapan prinsip 

good corporate governance dalam laporan tahunan, abnormal return dan 

abnormal trading volume. 

2.  Definisi Operasional 

a. Pengungkapan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance 

 Item-item pengungkapan penerapan prinsip GCG disusun dalam suatu 

daftar (checklist) dan dipilih berdasarkan Pedoman Good Corporate 

Governance yang disusun oleh KNKG. Pengelompokan item-item 

dalam empat prinsip GCG (akuntabilitas, responsibilitas, kesetaraan, 

dan transparansi) didasarkan pada Khomsiyah (2005). Pengukuran 

pengungkapan penerapan prinsip good corporate governance 
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didasarkan pada indeks pengungkapan. Setiap item yang diungkapkan 

diberi skor satu, sedangkan item yang tidak diungkapkan diberi skor 

nol. Indeks pengungkapan dihitung dengan rumus (Zuhroh dan 

Sukmawati, 2003):  

Indeks pengungkapan =          Ya 

    Ya + Tidak 

Indeks pengungkapan = rasio pengungkapan penerapan prinsip GCG 

Ya         = total jawaban ya 

Ya + Tidak       = total pengungkapan, yaitu 56           

Item-item pengungkapan disajikan pada lampiran 1 

b. Abnormal Return 

Abnormal return  merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya 

terjadi terhadap return ekspektasi (Jogiyanto, 2003): 

ARi,t = Ri,t – E[Ri,t] 

Return yang sesungguhnya terjadi diperoleh dengan rumus : 

Ri,t =   Pi,t – Pi,t-1 

         Pi,t-1 

Sementara itu return ekspektasi diperoleh dengan menggunakan mean-

adjusted model dengan rumus  : 

                 t2 
E[Ri,t] =  ∑     Ri.j 
                j = t1 
         
                  t 

E[Ri,t]  = return ekspektasi saham ke-i pada periode jendela ke-t 
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Ri.j   = return realisasi saham ke-i pada periode estimasi ke-j 

t  = lamanya periode estimasi, yaitu dari t1 sampai t2 

Periode estimasi yang digunakan dalam penelitian ini selama seratus 

hari dan periode jendela yang digunakan adalah tiga hari sebelum  

tanggal pengumuman laporan tahunan sampai tiga hari setelah tanggal 

pengumuman laporan tahunan. Abnormal return selama periode 

jendela dijumlahkan kemudian dihitung rata-ratanya. 

c. Abnormal Trading Volume 

Untuk mengetahui adanya perubahan pada volume perdagangan saham 

digunakan abnormal trading volume  (Subroto, 2003, Beza dan Na’im, 

1998, Nugrahanti, 2006)  : 

ATVAi,t = TVAi,t – E [TVAi,t] 

Volume perdagangan saham dihitung dengan rumus: 

TVAi,t = Saham perusahaan i yang diperdagangkan pada waktu t 
                      Saham perusahaan i yang beredar pada waktu t 
 
Volume perdagangan saham harapan  dihitung dengan rumus: 

                     t2 
E [TVAi,t] = ∑    TVAi,t             
                     j = t1 
              
                        t 

E [TVAi,t] = Volume perdagangan saham harapan saham  ke-i pada  

periode  jendela  ke-t 

TVAi,t     = volume perdagangan saham ke-i pada periode estimasi    

ke-j 

t  = lamanya periode estimasi, yaitu dari t1 sampai t2 
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Periode estimasi yang digunakan dalam penelitian ini selama seratus 

hari dan periode jendela yang digunakan adalah tiga hari sebelum  

tanggal pengumuman laporan tahunan sampai tiga hari setelah tanggal 

pengumuman laporan tahunan. Abnormal trading volume selama 

periode jendela dijumlahkan kemudian dihitung rata-ratanya. 

 

H. Teknik Analisis Data 

1. Mengumpulkan data penelitian 

a. Laporan tahunan perusahaan manufaktur diperoleh dari www.idx.co.id 

b. Tanggal publikasi laporan tahunan perusahaan manufaktur tahun 2005 

diperoleh dari ISMD (Indonesian Security Market Database) PPA FE 

UGM 

c. Nilai buku ekuitas perusahaan tahun 2005 diperoleh dari 

www.idx.co.id  

d. Return saham harian dan volume perdagangan saham harian tahun 

2005 sampai 2006 diperoleh dari ISMD (Indonesian Security Market 

Database) PPA FE UGM, jumlah saham beredar tahun 2005 sampai 

2006 diperoleh dari ICMD (Indonesia Capital Market Directory) 

2. Menghitung indeks pengungkapan setiap perusahaan dengan rumus 

(Zuhroh dan Sukmawati, 2003) : 

Indeks pengungkapan =              Ya  

              Ya + Tidak 

Indeks pengungkapan = rasio pengungkapan penerapan prinsip GCG 
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Ya             = total jawaban ya 

Ya + Tidak           = total pengungkapan, yaitu 56 (lihat lampiran 1) 

3. Menghitung abnormal return dengan rumus (Jogiyanto, 2003)  : 

ARi,t = Ri,t – E[Ri,t] 

Return yang sesungguhnya terjadi diperoleh dengan rumus : 

Ri,t = Pi,t – Pi,t-1 

Pi,t-1 

Return ekspektasi dihitung dengan mean-adjusted model dengan rumus  : 

                 t2 
E[Ri,t] =  ∑     Ri.j 
                j = t1 
         
                    t 

E[Ri,t]   = return ekspektasi saham ke-i pada periode jendela ke-t 

Ri.j   = return realisasi saham ke-i pada periode estimasi ke-j 

t  = lamanya periode estimasi, yaitu dari t1 sampai t2 

Periode estimasi yang digunakan dalam penelitian ini selama seratus hari 

dan periode jendela yang digunakan adalah tiga hari sebelum  tanggal 

pengumuman laporan tahunan sampai tiga hari setelah tanggal 

pengumuman laporan tahunan. Abnormal return selama periode jendela 

dijumlahkan kemudian dihitung rata-ratanya. 

4.  Menghitung abnormal trading volume dengan rumus (Subroto, 2003, Beza 

dan Na’im, 1998, Nugrahanti, 2006) : 

ATVAi,t = TVAi,t – E [TVAi,t] 
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Volume perdagangan saham dihitung dengan rumus: 

TVAi,t = Saham perusahaan i yang diperdagangkan pada waktu t 
                     Saham perusahaan i yang beredar pada waktu  

Volume perdagangan saham harapan  dihitung dengan rumus: 

                      t2 
E [TVAi,t] =  ∑    TVAi,t             
                      j = t1 
              
                        t 

E [TVAi,t]  = Volume perdagangan saham harapan saham  ke-i pada 

periode jendela  ke-t 

TVAi,t           = volume perdagangan saham ke-i pada periode estimasi ke-j 

t          = lamanya periode estimasi, yaitu dari t1 sampai t2 

Periode estimasi yang digunakan dalam penelitian ini selama seratus hari 

dan periode jendela yang digunakan adalah tiga hari sebelum  tanggal 

pengumuman laporan tahunan sampai tiga hari setelah tanggal 

pengumuman laporan tahunan. Abnormal trading volume selama periode 

jendela dijumlahkan kemudian dihitung rata-ratanya.  

5. Melakukan Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang dianalisis 

berdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikansi dari Kolmogorov-Smirnov 

lebih besar dari α (0.05) maka data terdistribusi normal.  

6. Menghitung koefisien korelasi antara pengungkapan penerapan prinsip 

good corporate governance dengan abnormal return dan antara 

pengungkapan penerapan prinsip good corporate governance dengan 
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abnormal trading volume. Koefisien korelasi diperoleh dari output SPSS. 

Koefisien korelasi berada pada rentang antara -1 sampai 1 ( -1≤ r ≤ 1). Jika 

koefisien korelasi mendekati -1 maka variabel berkorelasi lemah. Jika 

koefisien korelasi mendekati 1 maka variabel berkorelasi kuat. Jika 

koefisien korelasi = 0 maka tidak ada korelasi antar variabel.  

7. Pengujian hipotesis  

a. Merumuskan hipotesis 

1) Hipotessis Nol 

Ho1 ; β = 0 Tidak terdapat hubungan antara pengungkapan 

penerapan prinsip good corporate governance 

dengan  abnormal return saat pengumuman 

laporan tahunan. 

Ho2 ; β = 0 Tidak terdapat hubungan antara pengukapan penerapan 

prinsip good corporate governance dengan abnormal 

trading volume saat pengumuman laporan tahunan. 

2) Hipotesis Alternatif 

Ha1;  β ≠ 0 Terdapat hubungan antara pengungkapan penerapan 

prinsip  good corporate governance  dengan 

abnormal return saat pengumuman laporan tahunan. 

Ha2; β ≠ 0 Terdapat hubungan antara pengungkapan penerapan 

prinsip good corporate governance dengan abnormal 

trading volume saat pengumuman laporan tahunan. 

 

 



 46

 

b. Menentukan tingkat signifikansi (α)  

Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah α = 

5% dengan tingkat keyakinan sebesar 95% dan derajat kebebasan (df) 

= n-2 

c. Menentukan kriteria pengujian hipotesis 

Jika nilai probabilitas > 0.05 maka Ho1 dan Ho2 diterima 

Jika nilai probabilitas < 0.05 maka Ho1 dan Ho2 ditolak 

d. Menghitung nilai probabilitas 

Nilai probabilitas diperoleh dari output SPSS 16 

e. Mengambil keputusan 

Membandingkan nilai probabilitas dengan nilai α sebesar 0.05 

kemudian mengambil keputusan dengan kriteria : 

Jika nilai probabilitas > 0.05 maka Ho1 dan Ho2 diterima 

Jika nilai probabilitas < 0.05 maka Ho1 dan Ho2 ditolak 

f. Menarik kesimpulan 

Bila Ho1 dan Ho2 diterima maka tidak terdapat hubungan antara 

pengungkapan penerapan prinsip good corporate governance dengan  

abnormal return dan abnormal trading volume saat pengumuman 

laporan tahunan. Bila Ho1 dan Ho2 ditolak maka terdapat hubungan 

antara pengungkapan penerapan prinsip good corporate governance 

dengan abnormal return dan abnormal trading volume saat 

pengumuman laporan tahunan. 

 



BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

A. Sejarah Singkat Bursa Efek Indonesia 

     Bursa Efek Indonesia adalah bursa saham yang memberikan peluang 

investasi dan sumber pembiayaan dalam upaya mendukung pembangunan 

ekonomi Indonesia. Bursa Efek Indonesia juga berperan dalam upaya 

mengembangkan pemodal lokal yang besar dan solid untuk dapat menciptakan 

pasar yang lebih stabil. 

     Sejarah Bursa Efek Indonesia dimulai dengan pembentukan suatu asosiasi 

tigabelas broker oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1912 di Jakarta. Asosiasi 

tersebut bernama Vereniging voor Effectenhandel atau dikenal dengan Bursa 

Batavia. Pada tahun 1925 Pemerintah Belanda juga membuka pasar modal di 

Surabaya dan Semarang. Setelah sempat tutup beberapa kali karena terjadinya 

perang, Bursa Batavia kembali dibuka pada tahun 1977 dibawah pengawasan 

Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam), yaitu sebuah institusi di bawah 

Departemen Keuangan. 

     Pada 12 Juli 1992, Bursa Efek Jakarta diprivatisasi menjadi PT Bursa Efek 

Jakarta. Perdagangan elektronik di Bursa Efek Jakarta dimulai pada tahun 

1995. pada 1 Desember 2007 Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya 

melakukan penggabungan usaha dengan nama baru Bursa Efek Indonesia. 
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B. Gambaran Umum Perusahaan 

     Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2005. Sebanyak 98 perusahaan manufaktur telah  

dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Data singkat mengenai 

perusahaan-perusahaan tersebut disajikan sebagai berikut : 

 Tabel 1 Gambaran Umum Perusahaan 

No Nama Kode Alamat 

1. PT AKR Corporindo 

Tbk 

AKRA Jl. Panjang No. 5, Kebon Jeruk, 

Jakarta 11530 

2. 

 

 

PT Alumindo Light 

Metal Industry Tbk 

ALMI Jl. Kembang Jepun 38-40 

Surabaya 60162 

 

3. 

 

PT Aneka Kemasindo 

Utama Tbk 

AKKU Jl. Yos Sudarso No. 143 

Jakarta Barat 

4. PT Apac Citra 

Centertex Tbk 

MYTX Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 23 

Jakarta 12930 

5. PT Aqua Golden 

Mississippi Tbk 

AQUA Jl. Pulo Lentut No. 3 Kawasan 

Industri Pulo Gadung  Jakarta 13920 

6. PT Argha Karya Prima 

Industry Tbk 

AKPI Jl. Pahlawan, Desa Karang Asem 

Barat Citeureup 16810 

7. PT Arwana Citramulia 

Tbk 

ARNA Sentra Niaga Puri Indah Blok T2  

No. 6-7 Jakarta 11610 
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8. PT Asahimas Flat 

Glass Tbk 

AMFG Jl. Ancol XI/5, Ancol Barat 

Jakarta 14430 

9. PT Asiaplast Industries 

Tbk 

APLI Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1 

Kuningan, Jakarta 12980 

10. PT Astra Otoparts Tbk AUTO Jl. Raya Pegangsaan Dua Km. 2.2  

Kelapa Gading, Jakarta 14250 

11. PT Barito Pacific 

Timber Tbk 

BRPT Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63 

Jakarta 11410 

12. PT BAT Indonesia Tbk BATI Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 

Jakarta 12190 

13. PT Berlina Tbk BRNA Jl. Raya Pandaan Km. 43 

Tawangrejo, Pandaan 67156 

14. PT Betonjaya 

Manunggal 

BTON Jl. Raya Krikilan No. 434 Km. 28 

Kecamatan Driyorejo, Gresik 61177 

15. PT Branta Mulia Tbk BRAM Jl. Jendral Sudirman kav. 70-71 

Jakarta 12910 

16. PT Bristol-Myers 

Squibb Indonesia Tbk 

SQBI Jl. Jendral Sudirman Kav. 24 

Jakarta 12910 

17. PT Budi Acid Jaya Tbk BUDI Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-6 

Jakarta 12940 

18. PT Cahaya Kalbar Tbk CEKA Jalan Raya Pluit Selatan Blok S/6 

Jakarta 14440 
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19. PT Citra Tubindo Tbk CTBN Kawasan Industri Kabil Indonusa 

Estate, Pulau Batan 

20. PT Colorpak Indonesia 

Tbk 

CLPI Jl. Cideng Barat No. 15 

Jakarta 10140 

21. PT Davomas Abadi 

Tbk 

DAVO Jl. Pangeran Jayakarta 117  

Blok B 35-39 Jakarta 10730 

22. PT Daya Sakti Unggul 

Corporation Tbk 

DSUC Jl. Abdul Muis No. 40 

 Jakarta 10160 

23. PT Delta Djakarta Tbk DLTA Jl. Inspeksi Tarum Barat  

Tambun, Bekasi Timur 17510 

24. PT Duta Pertiwi 

Nusantara Tbk 

DPNS Jl. Tanjung Pura No. 263D 

Pontianak, Kalimantan Barat 78122 

25. PT Dynaplast Tbk DYNA Jl. M.H. Thamrin No. 1 Lippo 

Karawaci 1100, Banten 15811 

26. PT Eterindo 

Wahanatama Tbk 

ETWA Jl. Gajah Mada No. 1  

Jakarta 10130 

27. PT Ever Shine Textile 

Industry Tbk 

ESTI Jl. H. Fachruddin No. 16 

Jakarta 10250 

28. PT Fajar Surya Wisesa 

Tbk 

FASW Jl. Abdul Muis No. 30 

Jakarta 10160 

29. PT Gajah Tunggal Tbk GJTL Jl. Hayam Wuruk No. 8  

Jakarta 12120 
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30. PT Goodyear Indonesia 

Tbk 

GDYR Jl. Pemuda No. 27 

Bogor 16161, Jawa Barat 

31. PT GT Kabel Indonesia 

Tbk 

KBLI Wisma Hayam Wuruk 14th Floor 

Jakarta 13910 

32. PT Gudang Garam Tbk GGRM Jl. Semampir II/1 

Kediri 64121, Jawa Timur 

33. PT Hanson 

International Tbk 

MYRX Jl. Tomang Raya No. 43 

Jakarta 11440 

34. PT HM Sampoerna 

Tbk 

HMSP Jl. Rungkut Industri Raya No. 18 

Surabaya 60293, Jawa Timur 

35 PT Holcim Indonesia 

Tbk 

SMCB Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 38 

Jakarta 12930 

36 PT Indah Kiat Pulp & 

Paper Tbk 

INKP Jl. Raya Serpong Km. 8 

Tangerang 15325, Banten 

37. PT Indal Aluminium 

Industry Tbk 

INAI Jl. Kembang Jepun 38-40 

Surabaya 60162, Jawa Timur 

38. PT Indo Acidatama SRSN Jl. Raya Perjuangan no. 88 

Jakarta Barat 11530 

39. PT Indocement 

Tunggal Prakasa Tbk 

INTP Jl. Jendral Sudirman Kav. 70-71 

Jakarta 12910 

40. PT Indofood Sukses 

Makmur Tbk 

INDF Jl. H.R Rasuna Said X-2 Kav.5, 

Jakarta 12950 
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41. PT Indo-Rama 

Synthetics Tbk 

INDR Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 

1-2 Kuningan, Jakarta 12950 

42. PT Intikeramik 

Alamasri Industri Tbk 

IKAI Jl. Pangeran Jayakarta No. 133 

Jakarta 10730 

43. PT Jaya Pari Steel Tbk JPRS Jl. Margomulyo No. 4, Tandes 

 Surabaya 

44. PT Jembo Cable 

Company Tbk 

JECC Jl. Pajajaran, Desa Gandasari, 

Jatiuwung, Tangerang 15137 

45. 

 

PT Kageo Igar Jaya 

Tbk 

IGAR Jl. Raya Sultan Agung Km. 28.5 

Bekasi 17133 

46. PT Karwell Indonesia 

Tbk 

KARW Jl. Gunung Sahari I No. 48-50 

Jakarta 10410 

47. PT Kedaung Indah Can 

Tbk 

KICI Jl. Raya Rungkut No. 15-17 

Surabaya 60293 

48. PT Kedawung Setia 

Industrial Tbk 

KDSI Jl. Mastrip 862 

Warugunung-Karangpilang, Surabaya 

49. PT Langgeng Makmur 

Industry Tbk 

LMPI Jl. Letjend. Sutoyo No. 256, Waru 

Sidoarjo, Jawa Timur 

50. PT Lapindo 

International Tbk 

LAPD Jl. Letjend. S. Parman Kav. 75 

Jakarta 11410 

51. PT Lionmesh Prima 

Tbk 

LMSH Jl. Raya Bekasi Km. 24.5, Cakung 

Jakarta 13910 
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52. PT Lion Metal Works 

Tbk 

LION Jl. Raya Bekasi Km. 24.5, Cakung 

Jakarta 13910 

53. PT Mayora Indah Tbk MYOR Jl. Tomang Raya 21-23 

Jakarta Barat 

54. PT Merck Tbk MERK Jl. T.B. Simatupang No. 8 

Pasar Rebo, Jakarta 13760 

55. PT Multi Bintang 

Indonesia Tbk 

MLBI Jl. Jend. Sudirman Kav. 9 

Jakarta 10270 

56. PT Multi Prima 

Sejahtera Tbk 

LPIN Jl. Boulevard Palem Raya No. 7 

Tangerang 15811 

57. PT Multistrada Arah 

Sarana Tbk 

MASA Jl. Raya lemahabang Km. 58.3 

 Cikarang Timur, Bekasi 17550  

58. PT Nipress Tbk NIPS Jl. Narogong Raya Km. 26 

Cileungsi, Bogor 16820, Jawa Barat 

59. PT Pabrik Kertas Tjiwi 

Kimia Tbk 

TKIM Jl. Raya Surabaya-Mojokerto Km. 44, 

Sidoarjo, Jawa Timur 

60. PT Pan Brothers Tex 

Tbk 

PBRX Jl. Raya Perjuangan No. 88 

Jakarta Barat 11530 

61. PT Panasia Filamen 

Inti Tbk 

PAFI Jl. Garuda No. 153/74 

Bandung, Jawa Barat 

62. PT Panasia Indosyntec 

Tbk 

HDTX Jl. Garuda No. 153/74 

Bandung, Jawa Barat 
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63. PT Pelangi Indah 

Canindo Tbk 

PICO Jl. Daan Mogot Km. 14/700 

Jakarta 11850 

64. PT Polychem Indonesia 

Tbk 

ADMG Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 

Jakarta 10220 

65. PT Prasidha Aneka 

Niaga Tbk 

PSDN Jl. Ki Kemas Rindho, Kertapati 

Palembang 30258 

66. PT Prima Alloy Steel 

Tbk 

PRAS Jl. Muncul No. 1 

Sidoarjo 61254 

67. PT Ricky Putra 

Globalindo Tbk 

RICY Jl. Sawah Lio II No. 29-37 

Jakarta 11250 

68. PT Roda Vivatex Tbk RDTX Jl. Kaji No. 53-55 

Jakarta 10310 

69. PT Sanex Qianjiang 

Motor International 

Tbk 

SQMI Jl. Sukarjo Wiryopranoto No. 69 A 

Jakarta Pusat 

70. PT Sekar Laut Tbk SKLT Jl. Jenggolo II/17, Sidoarjo 61219 

Jawa Timur 

71. PT Selamat Sempurna 

Tbk 

SMSM Jl. Pluit Raya I no. 1 

Jakarta 14440 

72. PT Semen Gresik Tbk SMGR Jl. Veteran-Gresik 61122 

73. PT Sepatu Bata Tbk BATA Jl. Taman Makam Pahlawan Kalibata  

Jakarta 12750 
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74. PT Siantar Top Tbk STTP Jl. Tambak Sawah No. 21-23 

Waru, Sidoarjo 61256 

75. PT Sierad Produce Tbk SIPD Jl. Kemang Raya No. 67 

Jakarta 12730 

76. PT Siwani Makmur 

Tbk 

SIMA Jl. Teluk Betung No. 38 

Jakarta 10310 

77. PT SMART Tbk SMAR Jl. MH. Thamrin Kav. 22 No. 51 

Jakarta 10350 

78. PT Sorini Corporation 

Tbk 

SOBI Jl. Raya Gempol, Pandaan Km. 42,  

Jawa Timur 

79. PT Sucaco Tbk SCCO Jl. Kebon Sirih No. 71 

Jakarta 10340 

80. PT Sumalindo Lestari 

Jaya Tbk 

SULI Jl. Puloayang Raya Blok OR-1 

Jakarta 13930 

81. PT Sumi Indo Kabel 

Tbk 

IKBI Jl. Jendral Gatot Subroto Km. 7.8 

Tangerang 15130 

82. PT Sunson Textile 

Manufacturer Tbk 

SSTM Jl. Raya Rancaekek Km. 25.5 

Sumedang, Bandung, Jawa Barat 

83. PT Suparma Tbk SPMA Jl. Sulung Sekolahan No. 6A 

Surabaya 60174 

84. PT Surya Intrindo 

Makmur Tbk 

SIMM Jl. Raya Tambak Sawah No. 8 

Waru, Sidoarjo, Jawa Timur 
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85. PT Surya Toto 

Indonesia Tbk 

TOTO Jl. Tomang Raya No. 18 

Jakarta 11430 

86. PT Tembaga Mulia 

Semanan Tbk 

TBMS Jl. Daan Mogot Km. 16  

Jakarta Barat 

87. PT Tempo Scan Pacific 

Tbk 

TSPC Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 11 

Jakarta 12950 

88. PT TIFICO Tbk TFCO Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11 

Jakarta 10220 

89. PT Tiga Pilar Sejahtera 

Food Tbk 

AISA Jl. Prof. DR. Supomo No. 233 

Jakarta Selatan 

90. PT Tira Austenite Tbk TIRA Pulo Gadung Industrial Estate 

Jl. Pulo Ayang R-1 Jakarta 13930 

91. PT Tirta Mahakam 

Resources Tbk 

TIRT Jl. Jend. Sudirman-Senayan 

Jakarta 10270 

92. PT Trias Sentosa Tbk TRST Ds. Keboharan, Km. 26 Krian, 

Sidoarjo, Jawa Timur 

93. PT Tunas Baru 

Lampung Tbk 

TBLA Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-6,  

Jakarta 12940 

94. PT Ultrajaya Milk Tbk ULTJ Jl. Raya Cimareme No. 131 

Padalarang 40552 

95. PT Unggul Indah 

Cahaya Tbk 

UNIC Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 6-7 

Jakarta 12930 
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96. PT Unilever Indonesia 

Tbk 

UNVR Jl. Gatot Subroto Kav. 15  

Jakarta 12930 

97. PT United Tractor Tbk UNTR Jl. Raya Bekasi Km. 22, Cakung 

Jakarta 13910 

98. PT Voksel Electric Tbk VOKS Jl. Gajah Mada No. 199 Jakarta 

11120 

 
 



BAB V 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

     Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2005 yang berjumlah 142 perusahaan. 

Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling 

yaitu populasi yang dijadikan sampel merupakan populasi yang memenuhi 

kriteria tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif 

sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Cara untuk mendapatkan sampel 

berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebagai berikut : 

Jumlah perusahaan manufaktur      142 

Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan tahunan   (18) 

Perusahaan yang tidak memiliki tanggal publikasi     (8)  

Perusahaan yang mempunyai nilai buku ekuitas negatif     (8) 

Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian                    98 

      Data yang digunakan dalam ini bersumber dari data sekunder. Data 

tersebut meliputi laporan tahunan perusahaan, return saham harian, return 

pasar harian, jumlah saham yang diperdagangkan, dan jumlah saham beredar. 
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B. Analisis Data 

1. Mengumpulkan data penelitian 

a. Laporan tahunan perusahaan manufaktur diperoleh dari www.idx.co.id 

b. Tanggal publikasi laporan tahunan perusahaan manufaktur tahun 2005 

diperoleh dari ISMD (Indonesian Security Market Database) PPA FE 

UGM  

c. Nilai buku ekuitas perusahaan tahun 2005 diperoleh dari 

www.bei.co.id 

d. Return saham harian dan volume perdagangan saham harian tahun 

2005 sampai 2006 diperoleh dari ISMD (Indonesian Security Market 

Database) PPA FE UGM, jumlah saham beredar tahun 2005 sampai 

2006 diperoleh dari ICMD (Indonesia Capital Market Directory)  

2. Menghitung indeks pengungkapan setiap perusahaan dengan rumus 

(Zuhroh dan Sukmawati, 2003) : 

Indeks pengungkapan =         Ya 

           Ya + Tidak 

Indeks pengungkapan = rasio pengungkapan penerapan prinsip GCG 

Ya              = total jawaban ya 

Ya + Tidak            = total pengungkapan, yaitu 56 (lihat lampiran 1) 

 Hasil penelitian dan perhitungan mengenai pengungkapan penerapan 

prinsip-prinsip good corporate governance ini dapat dilihat pada lampiran 

4 dan lampiran 5. 

 

http://www.bei.co.id/
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3. Menghitung abnormal return 

Abnormal return  merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya 

terjadi terhadap return ekspektasi yang dihitung dengan rumus (Jogiyanto, 

2003) : 

ARi,t = Ri,t – E[Ri,t] 

Return yang sesungguhnya terjadi diperoleh dengan rumus : 

Ri,t =  Pi,t – Pi,t-1 

   Pi,t-1 

Sementara itu return ekspektasi diperoleh dengan menggunakan mean-

adjusted model dengan rumus  : 

                 t2 
E[Ri,t] =  ∑     Ri.j 
                j = t1 
         
                  t 

E[Ri,t]  = return ekspektasi saham ke-i pada periode  jendela ke-t 

Ri.j  = return realisasi saham ke-i pada periode estimasi   ke-j 

t = lamanya periode estimasi, yaitu dari t1 sampai t2 

Periode estimasi yang digunakan dalam penelitian ini selama seratus hari 

dan periode jendela yang digunakan adalah tiga hari sebelum  tanggal 

pengumuman laporan tahunan sampai tiga hari setelah tanggal 

pengumuman laporan tahunan. Abnormal return selama periode jendela 

dijumlahkan kemudian dihitung rata-ratanya. Data mengenai abnormal 

return dapat dilihat pada lampiran 7. 
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4.  Menghitung abnormal trading volume 

Untuk mengetahui adanya perubahan pada volume perdagangan saham 

digunakan abnormal trading volume dengan rumus (Subroto, 2003, Beza 

dan Na’im, 1998, Nugrahanti, 2006) : 

ATVAi,t = TVAi,t – E [TVAi,t] 

Volume perdagangan saham dihitung dengan rumus: 

TVAi,t = Saham perusahaan i yang diperdagangkan pada waktu t 
                    Saham perusahaan i yang beredar pada waktu t 
 
Volume perdagangan saham harapan  dihitung dengan rumus: 

                     t2 
E [TVAi,t] = ∑    TVAi,t             
                     j = t1 
              
                           t 

E [TVAi,t]    = Volume perdagangan saham harapan saham  ke-i  

                            pada periode jendela  ke-t 

TVAi,t        = volume perdagangan saham ke-i pada periode  

                           estimasi ke-j 

t  = lamanya periode estimasi, yaitu dari t1 sampai t2 

Periode estimasi yang digunakan dalam penelitian ini selama seratus hari 

dan periode jendela yang digunakan adalah tiga hari sebelum  tanggal 

pengumuman laporan tahunan sampai tiga hari setelah tanggal 

pengumuman laporan tahunan. Abnormal trading volume selama periode 

jendela dijumlahkan kemudian dihitung rata-ratanya. Hasil perhitungan  

abnormal trading volume dapat dilihat pada lampiran 8. 

 



 62

5. Melakukan uji normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang dianalisis 

berdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikansi dari Kolmogorov-Smirnov 

lebih besar dari α (0.05) maka data terdistribusi normal. Hasil uji 

normalitas menunjukkan bahwa abnormal return dan abnormal trading 

volume tidak terdistribusi normal. 

 Tabel 2 Uji normalitas 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Abnormal return 

Abnormal 

trading volume Indeks 

N 98 98 98

Mean 
.00455761180758

.00014938588

598 

.2084548

1049563

Normal Parametersa 

Std. Deviation .01461171940598

9

.00153161543

0697 

.1019151

60376435

Absolute .182 .337 .120

Positive .182 .337 .120

Most Extreme Differences

Negative -.126 -.299 -.080

Kolmogorov-Smirnov Z 1.806 3.339 1.188

Asymp. Sig. (2-tailed) .003 .000 .119

a. Test distribution is Normal.    

      Sumber : data diolah 
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6. Menghitung koefisien korelasi 

Uji korelasi dilakukan dengan uji Spearman karena data tidak terdistribusi 

normal. 

a. Koefisien korelasi pengungkapan penerapan prinsip good corporate 

governance dengan abnormal return  

Tabel 3 Uji korelasi pertama 

Correlations 

   Indeks Abnormal return

Correlation Coefficient 1.000 -.138

Sig. (2-tailed) . .175

Indeks 

N 98 98

Correlation Coefficient -.138 1.000

Sig. (2-tailed) .175 .

Spearman's rho 

Abnormal return 

N 98 98

Sumber : data diolah 

Berdasarkan tabel di atas koefisien korelasi adalah -0.138. Angka 

tersebut menunjukkan adanya korelasi lemah antara pengungkapan 

penerapan prinsip good corporate governance dengan abnormal 

return. 
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b. Koefisien korelasi pengungkapan penerapan prinsip good corporate 

governance dengan abnormal trading volume. 

Tabel 4 Uji korelasi kedua  

Correlations 

   
Indeks 

Abnormal 

trading volume

Correlation Coefficient 1.000 -.151

Sig. (2-tailed) . .138

Indeks 

N 98 98

Correlation Coefficient -.151 1.000

Sig. (2-tailed) .138 .

Spearman's rho 

Abnormal trading volume 

N 98 98

Sumber : data diolah 

Berdasarkan tabel di atas, koefisien korelasi adalah -0.151. Angka 

tersebut menunjukkan adanya korelasi lemah antara pengungkapan 

penerapan prinsip good corporate governance dengan abnormal 

trading volume. 

7. Pengujian hipotesa 

a. Merumuskan hipotesis 

1) Hipotessis Nol 

Ho1 ; β = 0 Tidak terdapat hubungan antara pengungkapan 

penerapan prinsip good corporate governance 

dengan   abnormal return saat pengumuman 

laporan tahunan. 
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Ho2 ;  β = 0  Tidak terdapat hubungan antara pengukapan penerapan 

prinsip good corporate governance dengan abnormal 

trading volume saat pengumuman laporan tahunan. 

2) Hipotesis Alternatif 

Ha1;  β ≠ 0 Terdapat hubungan antara pengungkapan penerapan 

prinsip   good corporate governance dengan  

abnormal return saat pengumuman laporan tahunan. 

Ha2; β ≠ 0 Terdapat hubungan antara pengungkapan penerapan 

prinsip good corporate governance dengan abnormal 

trading volume saat pengumuman laporan tahunan. 

b. Menentukan tingkat signifikansi (α)  

Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah α = 

5% dengan tingkat keyakinan sebesar 95% dan derajat kebebasan (df) 

= n-2 = 98-2 = 96 

c.  Menentukan kriteria pengujian hipotesis 

Kriteria pengujian hipotesis adalah : 

Jika nilai probabilitas > 0.05 maka Ho1 dan Ho2 diterima 

Jika nilai probabilitas < 0.05 maka Ho1 dan Ho2 ditolak 

d. Menghitung nilai probabilitas 

Berdasarkan tabel 3 di atas, nilai probabilitas pengungkapan penerapan 

prinsip good corporate governance dengan abnormal return  adalah 

0.175. Sementara itu berdasarkan tabel 4, nilai probabilitas 
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pengungkapan penerapan prinsip good corporate governance dengan 

abnormal trading volume adalah 0.138. 

e. Mengambil keputusan 

Membandingkan nilai probabilitas dengan nilai α sebesar 0.05 : 

1) Karena nilai probabilitas uji korelasi pertama sebesar 0.175 lebih 

besar dari α sehingga dapat diputuskan bahwa Ho1 diterima. 

2) Karena nilai probabilitas uji korelasi kedua sebesar 0.138 lebih 

besar dari α sehingga dapat diputuskan bahwa Ho2 diterima. 

f. Menarik kesimpulan 

1) Karena nilai probabilitas uji korelasi pertama lebih besar dari α 

(0.175 > 0.05) sehingga dapat diputuskan bahwa Ho1 diterima yang 

berarti bahwa tidak terdapat hubungan antara pengungkapan 

penerapan prinsip good corporate governance dengan  abnormal 

return saat pengumuman laporan tahunan. 

2) Karena nilai probabilitas uji korelasi kedua lebih besar dari α 

(0.138 > 0.05) sehingga dapat diputuskan bahwa Ho2 diterima yang 

berarti bahwa tidak terdapat hubungan antara pengungkapan 

penerapan prinsip good corporate governance dengan  abnormal 

trading volume saat pengumuman laporan tahunan. 
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C. Pembahasan  

     Hasil penelitian terhadap pengungkapan penerapan prinsip-prinsip good 

corporate governanance  (lampiran 3 dan 4), dapat diketahui bahwa 

perusahaan-perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan tahunan 

masih sedikit sekali mengungkapkan penerapan prinsip-prinsip good 

corporate governance dalam laporan tahunan. Item-item pengungkapan 

dalam penelitian ini disusun berdasarkan Pedoman Good Corporate 

Governance yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance 

(KNKG). Dari hasil penyusunan ini diperoleh 56 item pengungkapan. 

Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan paling sedikit 

mengungkapkan 4 item berkaitan dengan penerapan prinsip good 

corporate governance dalam laporan tahunannya dengan indeks sebesar 

0.071428571. Sementara itu perusahaan paling banyak mengungkapkan 27 

item pengungkapan dengan indeks pengungkapan sebesar 0,482142857. 

Rata-rata perusahaan hanya mengungkapkan 12 sampai 13 item 

pengungkapan dari total 56 item pengungkapan. Hal ini menunjukkan 

bahwa pengungkapan penerapan good corporate governance di Indonesia 

masih rendah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Kusumawati dan Riyanto (2006) dan Kusumawati (2004, 2007). 

Penelitian yang dilakukan terhadap laporan tahunan tahun 2002 

menemukan bahwa dari 161 item pengungkapan sukarela mengenai 

penerapan good corporate governance, rata-rata perusahaan hanya 
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mengungkapkan sebanyak 13 sampai 14 item dan perusahaan paling 

banyak mengungkapkan 51 item. 

     Item-item yang sama sekali tidak diungkap oleh perusahaan adalah 

kepatuhan  dewan komisaris kepada Anggaran Dasar dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, sistem pengangkatan para eksekutif 

yang tidak menjabat sebagai anggota direksi, penentuan gaji dan tunjangan 

para eksekutif tersebut dan penilaian kinerja mereka, komite nominasi, 

larangan mengambil keuntungan pribadi oleh direksi, peranan direksi 

dalam akuntansi, penyelenggaraan daftar-daftar oleh direksi, informasi 

kerahasiaan, peraturan audit, akuntabilitas pemegang saham, akuntabilitas 

sekretaris perusahaan, riwayat hidup anggota eksekutif kunci perseroan, 

pengungkapan informasi yang dapat mempengaruhi harga. Sementara itu, 

item yang paling banyak diungkapkan dalam laporan tahunan adalah status 

pemegang saham utama dan pemegang saham lainnya. Perusahaan paling 

banyak mengungkapkan penerapan prinsip transparansi (keterbukaan) 

dalam laporan tahunannya, sementara itu  prinsip yang paling sedikit 

diungkapkan adalah prinsip kesetaraan. 

      Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Utami (2005). Utami berhasil membuktikan bahwa pengungkapan aspek 

good corporate governance memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap harga saham dan volume transaksi saham. Perbedaan hasil ini 

disebabkan karena perbedaan item-item penilaian yang digunakan untuk 

menilai pengungkapan good corporate governance dalam laporan tahunan.  
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     Rendahnya pengungkapan penerapan prinsip good corporate 

governance dapat diakibatkan pengungkapan mengenai item good 

corporate governance merupakan pengungkapan sukarela. Hal ini berarti 

bahwa perusahaan tidak harus mengungkapan good corporate governance 

ini dalam laporan tahunannya. Pengungkapan mengenai good corporate 

governance menjadi pengungkapan wajib setelah adanya Keputusan Ketua 

Badan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : kep-134/BL/2006 

tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi 

Emiten/Perusahaan Publik. Surat keputusan ini menyebutkan bahwa 

perusahaan wajib untuk mengungkapkan good corporate governance 

dalam laporan tahunannya.  

     Kusumawati (2004, 2007) mengatakan bahwa rendahnya indeks 

pengungkapan good corporate governance menunjukkan bahwa 

penerapan good corporate governance di Indonesia masih sangat rendah. 

Hasil survei tentang penerapan good corporate governance di Asia yang 

dilakukan oleh Asian Corporate Governance Association (ACGA)  tahun 

2003, 2004, dan 2005 menempatkan Indonesia pada posisi terbawah di 

antara negara-negara Asia lainnya.  

     Rendahnya indeks pengungkapan membuat penelitian ini tidak dapat 

membuktikan hubungan antara pengungkapan penerapan penerapan 

prinsip good corporate governance dengan abnormal return dan abnormal 

trading volume. Shingvi dan Desai (1971) dalam Subroto (2003) 

menyatakan bahwa dengan tersedianya informasi yang akurat dan 
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memadai, investor lebih memiliki kepercayaan kepada pasar modal. 

Pengungkapan yang cukup akan mempengaruhi kepercayaan investor, 

menarik investor untuk berinvestasi dan pada akhirnya dapat 

meningkatkan penjualan saham perusahaan. Rendahnya indeks 

pengungkapan membuat investor tidak dapat memiliki informasi yang 

cukup mengenai penerapan good corporate governance dalam perusahaan. 

Ketidakcukupan informasi tersebut membuat investor tidak dapat 

membuat keputusan investasi sehingga pengungkapan good corporate 

governance tidak berhubungan dengan abnormal return dan abnormal 

trading volume.  

     Tidak terdapatnya hubungan antara pengungkapan good corporate 

governance dengan abnormal return dan abnormal trading volume dapat 

juga dikarenakan investor cenderung merespon informasi laba. Nugrahanti 

(2006) menyebutkan bahwa ketika terdapat informasi laba dan informasi 

mengenai ungkapan sukarela, investor akan lebih merespon informasi laba 

daripada informasi ungkapan sukarela. 

 

      

 

 



BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

     Berdasarkan analisa data pada perusahaan sampel maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tidak terdapat hubungan antara pengungkapan penerapan prinsip good 

corporate governance dengan abnormal return. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih besar dari α ( 0.1758 > 0.05) 

sehingga dapat diputuskan bahwa Ho1 diterima yang berarti bahwa tidak 

ada hubungan antara pengungkapan penerapan prinsip good corporate 

governance dengan  abnormal return. Hal ini disebabkan karena 

rendahnya pengungkapan penerapan prinsip good corporate governance 

membuat investor tidak memiliki informasi yang cukup untuk membuat 

keputusan, dan adanya kecenderungan investor untuk merespon informasi 

laba dibandingkan informasi ungkapan sukarela.  

2. Tidak terdapat hubungan antara pengungkapan penerapan prinsip good 

corporate governance dengan abnormal trading volume. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa  nilai probabilitas lebih besar dari α (0.138 > 0.05) 

sehingga dapat diputuskan bahwa Ho2 diterima yang berarti bahwa tidak 

ada hubungan antara pengungkapan penerapan prinsip good corporate 

governance dengan  abnormal trading volume. Hal ini disebabkan karena 

rendahnya pengungkapan penerapan prinsip good corporate governance 
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membuat investor tidak memiliki informasi yang cukup untuk membuat 

keputusan, dan adanya kecenderungan investor untuk merespon informasi 

laba dibandingkan informasi ungkapan sukarela.  

 

B. Keterbatasan Penelitian  

Dalam penelitian ini ada beberapa keterbatasan yang meliputi : 

1. Adanya unsur subyektivitas peneliti dalam mengukur menilai item 

pengungkapan serta adanya kemungkinkan terlewatkannya item-item 

tertentu yang seharusnya diungkapkan oleh perusahaan 

2. Sulitnya membedakan kualitas pengungkapan antara satu perusahaan 

dengan perusahaan yang lain, misalnya satu perusahaaan secara detail 

menjelaskan suatu item sementara perusahaan lain hanya mengungkapkan 

secara singkat, namun keduanya memiliki bobot yang sama. 

3. Waktu penelitian hanya terbatas satu tahun saja sehingga hasil penelitian 

hanya berlaku untuk tahun yang diteliti saja 

4. Peiode jendela yang digunakan untuk menghitung abnormal return dan 

abnormal trading volume hanya tiga hari sebelum pengumuman laporan 

tahunan sampai tiga hari setelah pengumuman laporan tahunan. 

 

C. Saran 

Saran untuk penelitian berikutnya yaitu : 

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan item pengungkapan good 

corporate governance sebagai  pengungkapan wajib karena sejak 
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Desember 2006 pengungkapan good corporate governance wajib untuk 

diungkapkan dalam laporan tahunan setelah adanya Keputusan Ketua 

Badan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : kep-134/BL/2006 

tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi 

Emiten/Perusahaan Publik 

2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan tahun penelitian yang lebih luas 

sehingga kesimpulan hasil penelitian bersifat lebih luas. 
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LAMPIRAN 1
Item Pengungkapan

Prinsip GCG Pedoman Best Practise Komnas GCG #
Akuntabilitas 1. Dewan Komisaris

a. Fungsi dewan komisaris 1
b. Komposisi dewan komisaris 2
c. Kepatuhan kepada AD dan peraturan per-UUan yang berlaku 3
d. Rapat dewan komisaris 4
e. Informasi dewan komisaris 5
f. Hubungan usaha lain antara dewan komisaris dan atau direksi dengan 6
g. Sistem pengangkatan para eksekutif yang tidak menjabat sebagai anggota 7
h. Penentuan gaji dan tunjangan para eksekutif tersebut dan penilaian kinerja 8
i. Komite yang dapat dibentuk dewan komisaris serta hasil pelaksanaan tugas 

oleh komite tersebut
Komite nominasi 9
Komite remunerasi 10
Komite asuransi 11
Komite audit 12

2. Direksi
a. Peranan direksi 13
b. Komposisi direksi 14
c. Kepatuhan kepada AD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 15
d. Larangan mengambil keuntungan pribadi 16
e. Rapat direksi 17
f. Peranan direksi dalam akuntansi 18
g. Penyelenggaraan daftar-daftar oleh direksi 19

3. Sistem Audit
a. Eksternal auditor 20
b. Komite audit 21
c. Informasi kerahasiaan 22
d. Peraturan audit 23

Responsibilita 1. Pemegang Saham
a. Hak pemegang saham 24
b. Akuntabilitas pemegang saham 25

c.
Pengangkatan dan sistem penggajian dan pemberian tunjangan anggota dewan 
komisaris serta direksi 26

2. Sekretaris Perusahaan
a. Fungsi sekretaris perusahaan 27
b. Kualifikasi 28
c. Akuntabilitas sekretaris perusahaan 29
d. Peranan sekretaris perusahaan dalam pengungkapkan hal-hal tertentu 30

3.
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tentang proteksi kesehatan,
keselamatan kerja, dan pelestarian lingkungan

 
31

Kesetaraan 1. Pemegang Saham
a. Perlakuan yang setara terhadap para pemegang saham 32
b. Rapat umum pemegang saham 33

2. Informasi orang dalam 34
3. Kesempatan kerja yang sama 35
4. Pihak yang berkepentingan

a. Hak pihak yang berkepentingan 36

b.
Keikutsertaan pihak yang berkepentingan dalam pemantauan atas pemenuhan 
peraturan perundang-undangan oleh direksi dan pemberian info kepada 37



79

Prinsip GCG Pedoman Best Practise Komnas GCG #
Transparansi 1. Keterbukaan

a. Keterbukaan yang tepat waktu dan akurat 38
b. Hal-hal penting dalam pengambilan keputusan

Tujuan 39
Sasaran usaha 40
Strategi perseroan 41
Status pemegang saham utama & pemegan saham lain,& pelaksanaan hak 
pemegang saham 42
Pemilikan saham saling silang & jaminan utang saling silang 43
Penilaian terhadap perseroan oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat 
kredit, dan lembaga pemeringkat lain 44
Riwayat hidup dewan komisaris 45
Riwayat hidup direksi 46
Riwayat hidup anggota eksekutif kunci perseroan 47
Sistem honorarium auditor eksternal 48
Faktor risiko material yang dapat diantisipasi 49
Penilaian manajemen atas iklim berusaha dan faktor resiko 50
Informasi material tentang karyawan perseroan 51
Informasi material tentang pihak berkepentingan lain 52
Klaim material yang diajukan oleh dan/atau perseroan dan perkara yang ada di 
badan peradilan 53
Benturan kepentingan yang mungkin terjadi dan/atau yang sedang berlangsung 54

c. Pengungkapan atau kepatuhan terhadap pedoman GCG 55
d. Pengungkapan informasi yang dapat mempengaruhi harga 56

Sumber: Pedoman GCG oleh KNKG dan Khomsiyah (2005)
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LAMPIRAN 2
Daftar Tanggal Publikasi Laporan Tahunan Perusahaan Sampel

No Nama Perusahaan Tanggal Publikasi
1 PT. AKR Corporindo Tbk 9 Maret 2006
2 PT. Alumindo Light Metal Industri Tbk 31 Maret 2006
3 PT. Aneka Kemasindo Utama Tbk 28 Maret 2006
4 PT. APAC Citra Centertex Tbk 31 Maret 2006
5 PT. Aqua Golden Mississippi Tbk 28 Maret 2006
6 PT. Argha Karya Prima Industri Tbk 1 April 2006
7 PT. Arwana Citramulia 24 Maret 2006
8 PT. Asahimas Flat Glass 29 Maret 2006
9 PT. Asiaplast Industries 29 Maret 2006

10 PT. Astra Otoparts 24 Maret 2006
11 PT. Barito Pacific Timber 31 Maret 2006
12 PT. BAT Indonesia 31 Maret 2006
13 PT. Berlina 31 Maret 2006
14 PT. Betonjaya Manunggal 29 Maret 2006
15 PT. Branta Mulia 21 Maret 2006
16 PT. Bristol-Myers Squibb Indonesia 24 Mei 2006
17 PT. Budi Acid Jaya 31 Maret 2006
18 PT. Cahaya Kalbar 6 Maret 2006
19 PT. Citra Tubindo 31 Maret 2006
20 PT. Colorpak Indonesia 31 Maret 2006
21 PT. Davomas Abadi 5 April 2006
22 PT. Daya Sakti Unggul Corporation 31 Maret 2006
23 PT. Delta Djakarta 29 Maret 2006
24 PT. Duta Pertiwi Nusantara 31 Maret 2006
25 PT. Dynaplast 31 Maret 2006
26 PT. Eterindo Wahanatama 26 Mei 2006
27 PT. Ever Shine Textile 31 Maret 2006
28 PT. Fajar Surya Wisesa 31 Maret 2006
29 PT. Gajah Tunggal 31 Maret 2006
30 PT. Goodyear Indonesia 31 Maret 2006
31 PT. GT kabel Indonesia 31 Maret 2006
32 PT. Gudang Garam 29 Maret 2006
33 PT. Hanson International 5 April 2006
34 PT. HM Sampoerna 27 Maret 2006
35 PT. Holcim Indonesia 14 Maret 2006
36 PT. Indah Kiat Pulp & Paper 29 April 2006
37 PT. Indal Aluminium Industri 31 Maret 2006
38 PT. Indo Acidatama (Sarasa Nugraha) 31 Maret 2006
39 PT. Indocement Tunggal Prakarsa 28 Februari 2006
40 PT. Indofood Sukses Makmur 29 Maret 2006
41 PT Indo-Rama Synthetics Tbk 31 Maret 2006
42 PT. Intikeramik Alamasri Industri 31 Maret 2006
43 PT. Jaya Pari Steel 29 Maret 2006
44 PT. Jembo Cable Company 29 Maret 2006
45 PT. Kageo Igar Jaya 29 Maret 2006
46 PT. Karwell Indonesia 20 April 2006
47 PT. Kedaung Indah Can 29 Maret 2006
48 PT. Kedawung Setia Industrial 31 Maret 2006
49 PT. Langgeng Makmur Plastik Industri 20 Maret 2006
50 PT. Lapindo International 31 Maret 2006
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No Nama Perusahaan Tanggal Publikasi
51 PT. Lion Mesh Prima 29 Maret 2006
52 PT. Lion Metal Works 29 Maret 2006
53 PT. Mayora Indah 31 Maret 2006
54 PT. Merck 25 Maret 2006
55 PT. Multi Bintang Indonesia 29 Maret 2006
56 PT. Multi Prima Sejahtera 5 April 2006
57 PT. Multistrada Arah Sarana 31 Mei 2006
58 PT. PT. Nipress 22 Maret 2006
59 PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia 29 April 2006
60 PT. Pan Brothers Tex 29 Maret 2006
61 PT. Panasia Filamen Inti 31 Maret 2006
62 PT. Panasia Indosyntex 20 Maret 2006
63 PT. Pelangi Indah Canindo 29 Maret 2006
64 PT. Polychem Indonesia 31 Maret 2006
65 PT. Prasidha Aneka Niaga 31 Maret 2006
66 PT. Prima Alloy Steel 29 Maret 2006
67 PT. Ricky Putra Globalindo 31 Maret 2006
68 PT. Roda Vivatex 31 Maret 2006
69 PT. Sanex Qianjiang Motor International 28 Maret 2006
70 PT. Sekar Laut 31 Maret 2006
71 PT. Selamat Sempurna 29 Maret 2006
72 PT. Semen Gresik 28 April 2006
73 PT. Sepatu Bata 31 Maret 2006
74 PT. Siantar TOP 29 Maret 2006
75 PT. Sierad Produce 15 April 2006
76 PT. Siwani Makmur 29 Maret 2006
77 PT. SMART 27 Maret 2006
78 PT. Sorini Agro Asia Corporation 9 Maret 2006
79 PT. Sucaco 29 Maret 2006
80 PT. Sumalindo Lestari Jaya 31 Maret 2006
81 PT. Sumi Indo Kabel 31 Maret 2006
82 PT. Sunson Textile Manufacture 24 Mei 2006
83 PT. Suparma 31 Maret 2006
84 PT. Surya Intrindo Makmur 31 Maret 2006
85 PT. Surya Toto Indonesia 19 April 2006
86 PT. Tembaga Mulia Semanan 29 Maret 2006
87 PT. Tempo Scan Pacific 4 April 2006
88 PT. TIFICO 5 April 2006
89 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food (Asia Intiselera) 19 April 2006
90 PT. Tira Austenite 29 Maret 2006
91 PT. Tirta Mahakam Resources 29 Maret 2006
92 PT. Trias Sentosa 8 April 2006
93 PT. Tunas Baru Lampung 31 Maret 2006
94 PT. Ultra Jaya Milk 29 Maret 2006
95 PT. Unggul Indah Cahaya 31 Maret 2006
96 PT. Unilever Indonesia 29 Maret 2006
97 PT. United Tractors 29 Maret 2006
98 PT. Voksel Electric 29 Maret 2006

Sumber : ISMD PPA FE UGM
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Lampiran 3
Tabel Nilai Buku Ekuitas

NO EMITEN NILAI BUKU EKUITAS (Rp )
1 AKRA 974,375,238,000
2 ALMI 384,095,755,377
3 AKKU 34,926,442,991
4 MYTX 134,702,736,160
5 AQUA 405,323,830,253
6 AKPI 586,839,640
7 ARNA 172,246,676,141
8 AMFG 364,828,558
9 APLI 134,822,000,000
10 AUTO 1,636,389,000,000
11 BRPT 1,054,633,988,365
12 BATI 413,094,000,000
13 BRNA 140,041,418,647
14 BTON 24,813,621,002
15 BRAM 822,095,206,000
16 SQBI 101,245,422,000
17 BUDI 198,036,000
18 CEKA 176,069,841,751
19 CTBN 634,117,690,000
20 CLPI 58,473,416,179
21 DAVO 779,673,958,361
22 DSUC 28,937,723,678
23 DLTA 406,052,000,000
24 DPNS 111,379,252,030
25 DYNA 387,685,394,998
26 ETWA 351,846,914,496
27 ESTI 337,897,875,213
28 FASW 1,072,385,565,166
29 GJTL 2,029,926,000,000
30 GDYR 269,292,086,000
31 KBLI 13,311,147,739
32 GGRM 13,111,455,000,000
33 MYRX 318,565,276,857
34 HMSP 4,575,555,000,000
35 SMCB 1,842,429,000,000
36 INKP 20,413,273,240,000
37 INAI 41,190,779,157
38 SRSN 137,166,928,000
39 INTP 5,629,381,928,795
40 INDF 5,630,036,052,399
41 INDR 2,354,149,200,000
42 IKAI 103,297,354,332
43 JPRS 164,251,497,278
44 JECC 63,090,188,000
45 IGAR 170,537,594,355
46 KARW 46,037,888,085
47 KICI 76,922,826,729
48 KDSI 79,301,109,594
49 LMPI 374,624,375,526
50 LAPD 20,915,313,273
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NO EMITEN NILAI BUKU EKUITAS (Rp )
51 LMSH 21,203,446,540
52 LION 134,332,085,802
53 MYOR 895,020,684,285
54 MERK 180,361,507,000
55 MLBI 227,912,000,000
56 LPIN 62,386,383,503
57 MASA 556,271,991,644
58 NIPS 83,367,197,768
59 TKIM 6,219,060,930,000
60 PBRX 110,178,148,263
61 PAFI 68,965,000,000
62 HDTX 420,327,840,844
63 PICO 55,780,248,994
64 ADMG 1,506,447,972,000
65 PSDN 80,329,223,729
66 PRAS 129,554,000,000
67 RICY 253,838,350,511
68 RDTX 295,021,909,528
69 SQMI 70,294,715,509
70 SKLT 20,650,888,163
71 SMSM 370,521,785,104
72 SMGR 4,487,178,401,000
73 BATA 176,296,123,000
74 STTP 328,599,604,267
75 SIPD 943,626,328,893
76 SIMA 42,552,011,479
77 SMAR 1,928,570,380,541
78 SOBI 340,597,808,000
79 SCCO 273,883,959,557
80 SULI 206,163,106,320
81 IKBI 338,405,205,503
82 SSTM 239,403,624,273
83 SPMA 405,565,665,475
84 SIMM 54,257,139,256
85 TOTO 215,834,240,695
86 TBMS 90,901,813,562
87 TSPC 1,793,257,181,948
88 TFCO 409,755,840,000
89 AISA 239,403,624,273
90 TIRA 95,055,222,994
91 TIRT 238,340,000,000
92 TRST 957,969,828,474
93 TBLA 511,960,250,000
94 ULTJ 814,465,648,301
95 UNIC 1,213,834,390,000
96 UNVR 957,969,828,474
97 UNTR 232,439,224,014
98 VOKS 2,174,000,000,000
Sumber : www.idx.co.id
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LAMPIRAN 4
Jumlah Pengungkapan Setiap Item

Prinsip GCG Pedoman Best Practise Komnas GCG # Jumlah
Akuntabilitas 1. Dewan Komisaris

a. Fungsi dewan komisaris 1 28
b. Komposisi dewan komisaris 2 4
c. Kepatuhan kepada AD dan peraturan per-UUan yang berlaku 3 0
d. Rapat dewan komisaris 4 14
e. Informasi dewan komisaris 5 4
f. Hubungan usaha lain antara dewan komisaris dan atau direksi dengan perseroan 6 52
g. Sistem pengangkatan para eksekutif yang tidak menjabat sebagai anggota 7 0
h. Penentuan gaji dan tunjangan para eksekutif tersebut dan penilaian kinerja 8 0

i.
Komite yang dapat dibentuk dewan komisaris serta hasil pelaksanaan tugas oleh
komite tersebut
Komite nominasi 9 0
Komite remunerasi 10 1
Komite asuransi 11 1
Komite audit 12 54

2. Direksi
a. Peranan direksi 13 18
b. Komposisi direksi 14 7
c. Kepatuhan kepada AD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 15 1
d. Larangan mengambil keuntungan pribadi 16 0
e. Rapat direksi 17 15
f. Peranan direksi dalam akuntansi 18 0
g. Penyelenggaraan daftar-daftar oleh direksi 19 0

3. Sistem Audit
a. Eksternal auditor 20 11
b. Komite audit 21 59
c. Informasi kerahasiaan 22 0
d. Peraturan audit 23 0

Responsibilita 1. Pemegang Saham
a. Hak pemegang saham 24 55
b. Akuntabilitas pemegang saham 25 0
c. Pengangkatan dan sistem penggajian dan pemberian tunjangan anggota dewan 26 34

2. Sekretaris Perusahaan
a. Fungsi sekretaris perusahaan 27 15
b. Kualifikasi 28 13
c. Akuntabilitas sekretaris perusahaan 29 0
d. Peranan sekretaris perusahaan dalam pengungkapkan hal-hal tertentu 30 10

3.
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tentang proteksi kesehatan, 
keselamatan kerja, dan pelestarian lingkungan 31 52

Kesetaraan 1. Pemegang Saham
a. Perlakuan yang setara terhadap para pemegang saham 32 2
b. Rapat umum pemegang saham 33 12

2. Informasi orang dalam 34 2
3. Kesempatan kerja yang sama 35 22
4. Pihak yang berkepentingan

a. Hak pihak yang berkepentingan 36 16

b.
Keikutsertaan pihak yang berkepentingan dalam pemantauan atas pemenuhan 
peraturan perundang-undangan oleh direksi dan pemberian info kepada 37 15
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Prinsip GCG Pedoman Best Practise Komnas GCG # Jumlah
Transparansi 1. Keterbukaan

a. Keterbukaan yang tepat waktu dan akurat 38 15
b. Hal-hal penting dalam pengambilan keputusan

Tujuan 39 17
Sasaran usaha 40 40
Strategi perseroan 41 86
Status pemegang saham utama & pemegan saham lain,& pelaksanaan hak 42 94
Pemilikan saham saling silang & jaminan utang saling silang 43 3
Penilaian terhadap perseroan oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat 
kredit, dan lembaga pemeringkat lain 44 47
Riwayat hidup dewan komisaris 45 71
Riwayat hidup direksi 46 72
Riwayat hidup anggota eksekutif kunci perseroan 47 0
Sistem honorarium auditor eksternal 48 3
Faktor risiko material yang dapat diantisipasi 49 88
Penilaian manajemen atas iklim berusaha dan faktor resiko 50 34
Informasi material tentang karyawan perseroan 51 64
Informasi material tentang pihak berkepentingan lain 52 34
Klaim material yang diajukan oleh dan/atau perseroan dan perkara yang ada di 
badan peradilan 53 15
Benturan kepentingan yang mungkin terjadi dan/atau yang sedang berlangsung 54 4

c. Pengungkapan atau kepatuhan terhadap pedoman GCG 55 54
d. Pengungkapan informasi yang dapat mempengaruhi harga 56 0

Sumber : data diolah
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LAMPIRAN 5 : Ringkasan Indeks Pengungkapan Yang Diperoleh Setiap Perusahaan

NO EMITEN TOTAL ITEM YANG DIUNGKAPKAN INDEKS
1 AKRA 23 0.410714286
2 ALMI 8 0.107142857
3 AKKU 11 0.178571429
4 MYTX 17 0.285714286
5 AQUA 10 0.160714286
6 AKPI 9 0.160714286
7 ARNA 26 0.410714286
8 AMFG 17 0.285714286
9 APLI 10 0.160714286
10 AUTO 27 0.464285714
11 BRPT 15 0.25
12 BATI 22 0.375
13 BRNA 8 0.142857143
14 BTON 16 0.285714286
15 BRAM 19 0.267857143
16 SQBI 5 0.089285714
17 BUDI 7 0.089285714
18 CEKA 6 0.107142857
19 CTBN 23 0.357142857
20 CLPI 6 0.089285714
21 DAVO 7 0.107142857
22 DSUC 25 0.446428571
23 DLTA 10 0.125
24 DPNS 7 0.107142857
25 DYNA 19 0.339285714
26 ETWA 13 0.196428571
27 ESTI 7 0.107142857
28 FASW 15 0.267857143
29 GJTL 24 0.410714286
30 GDYR 11 0.214285714
31 KBLI 5 0.089285714
32 GGRM 17 0.285714286
33 MYRX 10 0.178571429
34 HMSP 11 0.214285714
35 SMCB 21 0.357142857
36 INKP 12 0.160714286
37 INAI 11 0.125
38 SRSN 11 0.142857143
39 INTP 18 0.25
40 INDF 24 0.392857143
41 INDR 15 0.214285714
42 IKAI 15 0.267857143
43 JPRS 18 0.267857143
44 JECC 12 0.196428571
45 IGAR 14 0.25
46 KARW 7 0.107142857
47 KICI 6 0.053571429
48 KDSI 10 0.178571429
49 LMPI 12 0.178571429
50 LAPD 15 0.214285714
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NO EMITEN TOTAL ITEM YANG DIUNGKAPKAN INDEKS
51 LMSH 17 0.285714286
52 LION 15 0.25
53 MYOR 13 0.142857143
54 MERK 7 0.089285714
55 MLBI 19 0.321428571
56 LPIN 6 0.089285714
57 MASA 13 0.196428571
58 NIPS 10 0.142857143
59 TKIM 13 0.214285714
60 PBRX 13 0.232142857
61 PAFI 12 0.196428571
62 HDTX 9 0.142857143
63 PICO 8 0.142857143
64 ADMG 8 0.142857143
65 PSDN 14 0.178571429
66 PRAS 8 0.142857143
67 RICY 9 0.142857143
68 RDTX 11 0.196428571
69 SQMI 8 0.142857143
70 SKLT 6 0.107142857
71 SMSM 16 0.214285714
72 SMGR 20 0.375
73 BATA 10 0.178571429
74 STTP 10 0.178571429
75 SIPD 16 0.214285714
76 SIMA 5 0.071428571
77 SMAR 15 0.232142857
78 SOBI 22 0.375
79 SCCO 9 0.142857143
80 SULI 15 0.25
81 IKBI 16 0.267857143
82 SSTM 6 0.125
83 SPMA 15 0.196428571
84 SIMM 9 0.142857143
85 TOTO 12 0.196428571
86 TBMS 4 0.089285714
87 TSPC 7 0.107142857
88 TFCO 11 0.214285714
89 AISA 5 0.071428571
90 TIRA 15 0.232142857
91 TIRT 9 0.125
92 TRST 8 0.142857143
93 TBLA 4 0.071428571
94 ULTJ 6 0.089285714
95 UNIC 17 0.303571429
96 UNVR 27 0.464285714
97 UNTR 26 0.446428571
98 VOKS 17 0.285714286
Sumber : data diolah



LAMPIRAN 6 Indeks Pengungkapan

Prinsip GCG Pedoman Best Practise Komnas GCG # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Akuntabilitas 1. Dewan Komisaris

a. Fungsi dewan komisaris 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1

b. Komposisi dewan komisaris 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c. Kepatuhan kepada AD dan peraturan per-UUan yang berlaku 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d. Rapat dewan komisaris 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

e. Informasi dewan komisaris 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

f.
Hubungan usaha lain antara dewan komisaris dan atau direksi dengan 
perseroan 6 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1

g.
Sistem pengangkatan para eksekutif yang tidak menjabat sebagai 
anggota direksi 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

h.
Penentuan gaji dan tunjangan para eksekutif tersebut dan penilaian 
kinerja mereka 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

i.
Komite yang dapat dibentuk dewan komisaris serta hasil pelaksanaan 
tugas oleh komite tersebut

Komite nominasi 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Komite remunerasi 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Komite asuransi 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Komite audit 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1

2. Direksi

a. Peranan direksi 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1

b. Komposisi direksi 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c.
Kepatuhan kepada AD dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d. Larangan mengambil keuntungan pribadi 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

e. Rapat direksi 17 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

f. Peranan direksi dalam akuntansi 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

g. Penyelenggaraan daftar-daftar oleh direksi 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Sistem Audit

a. Eksternal auditor 20 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0

b. Komite audit 21 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1

c. Informasi kerahasiaan 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d. Peraturan audit 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Responsibilitas 1. Pemegang Saham

a. Hak pemegang saham 24 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1

b. Akuntabilitas pemegang saham 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c.
Pengangkatan dan sistem penggajian dan pemberian tunjangan 
anggota dewan komisaris serta direksi 26 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0

2. Sekretaris Perusahaan

a. Fungsi sekretaris perusahaan 27 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

b. Kualifikasi 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c. Akuntabilitas sekretaris perusahaan 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Prinsip GCG Pedoman Best Practise Komnas GCG # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

d. Peranan sekretaris perusahaan dalam pengungkapkan hal-hal tertentu 30 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

3.
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tentang proteksi 
kesehatan, keselamatan kerja, dan pelestarian lingkungan 31 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0

Kesetaraan 1. Pemegang Saham

a. Perlakuan yang setara terhadap para pemegang saham 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b. Rapat umum pemegang saham 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

2. Informasi orang dalam 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Kesempatan kerja yang sama 35 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0

4. Pihak yang berkepentingan

a. Hak pihak yang berkepentingan 36 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

b.

Keikutsertaan pihak yang berkepentingan dalam pemantauan atas 
pemenuhan peraturan perundang-undangan oleh direksi dan 
pemberian info kepada masyarakat 37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Transparansi 1. Keterbukaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a. Keterbukaan yang tepat waktu dan akurat 38 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

b. Hal-hal penting dalam pengambilan keputusan

Tujuan 39 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Sasaran usaha 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0

Strategi perseroan 41 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Status pemegang saham utama & pemegan saham lain,& pelaksanaan 
hak pemegang saham 42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

Pemilikan saham saling silang & jaminan utang saling silang 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penilaian terhadap perseroan oleh auditor eksternal, lembaga 
pemeringkat kredit, dan lembaga pemeringkat lain 44 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1

Riwayat hidup dewan komisaris 45 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1

Riwayat hidup direksi 46 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1

Riwayat hidup anggota eksekutif kunci perseroan 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sistem honorarium auditor eksternal 48 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Faktor risiko material yang dapat diantisipasi 49 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1

Penilaian manajemen atas iklim berusaha dan faktor resiko 50 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0

Informasi material tentang karyawan perseroan 51 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1

Informasi material tentang pihak berkepentingan lain 52 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
Klaim material yang diajukan oleh dan/atau perseroan dan perkara 
yang ada di badan peradilan 53 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benturan kepentingan yang mungkin terjadi dan/atau yang sedang 
berlangsung 54 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

c. Pengungkapan atau kepatuhan terhadap pedoman GCG 55 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1

d. Pengungkapan informasi yang dapat mempengaruhi harga 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 24 10 14 21 15 15 33 25 19 37 26 34 21 30 34 21 24 24 42 26 28 47 33 31 44

RASIO INDEKS 0.4 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3 0.6 0.4 0.3 0.7 0.5 0.6 0.4 0.5 0.6 0.4 0.4 0.4 0.8 0.5 0.5 0.8 0.6 0.6 0.8
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Prinsip GCG Pedoman Best Practise Komnas GCG # 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Akuntabilitas 1. Dewan Komisaris

a. Fungsi dewan komisaris 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

b. Komposisi dewan komisaris 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c. Kepatuhan kepada AD dan peraturan per-UUan yang berlaku 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d. Rapat dewan komisaris 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

e. Informasi dewan komisaris 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

f.
Hubungan usaha lain antara dewan komisaris dan atau direksi dengan 
perseroan 6 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0

g.
Sistem pengangkatan para eksekutif yang tidak menjabat sebagai 
anggota direksi 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

h.
Penentuan gaji dan tunjangan para eksekutif tersebut dan penilaian 
kinerja mereka 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

i.
Komite yang dapat dibentuk dewan komisaris serta hasil pelaksanaan 
tugas oleh komite tersebut

Komite nominasi 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Komite remunerasi 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Komite asuransi 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Komite audit 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

2. Direksi

a. Peranan direksi 13 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

b. Komposisi direksi 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c.
Kepatuhan kepada AD dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d. Larangan mengambil keuntungan pribadi 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

e. Rapat direksi 17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

f. Peranan direksi dalam akuntansi 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

g. Penyelenggaraan daftar-daftar oleh direksi 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Sistem Audit

a. Eksternal auditor 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

b. Komite audit 21 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1

c. Informasi kerahasiaan 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d. Peraturan audit 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Responsibilitas 1. Pemegang Saham

a. Hak pemegang saham 24 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1

b. Akuntabilitas pemegang saham 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c.
Pengangkatan dan sistem penggajian dan pemberian tunjangan 
anggota dewan komisaris serta direksi 26 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1

2. Sekretaris Perusahaan

a. Fungsi sekretaris perusahaan 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1

b. Kualifikasi 28 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

c. Akuntabilitas sekretaris perusahaan 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Prinsip GCG Pedoman Best Practise Komnas GCG # 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

d. Peranan sekretaris perusahaan dalam pengungkapkan hal-hal tertentu 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tentang proteksi 
kesehatan, keselamatan kerja, dan pelestarian lingkungan 31 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0

Fairness 1. Pemegang Saham

a. Perlakuan yang setara terhadap para pemegang saham 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b. Rapat umum pemegang saham 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Informasi orang dalam 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Kesempatan kerja yang sama 35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Pihak yang berkepentingan

a. Hak pihak yang berkepentingan 36 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

b.

Keikutsertaan pihak yang berkepentingan dalam pemantauan atas 
pemenuhan peraturan perundang-undangan oleh direksi dan 
pemberian info kepada masyarakat 37 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Transparansi 1. Keterbukaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a. Keterbukaan yang tepat waktu dan akurat 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

b. Hal-hal penting dalam pengambilan keputusan

Tujuan 39 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Sasaran usaha 40 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1

Strategi perseroan 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1
Status pemegang saham utama & pemegan saham lain,& pelaksanaan 
hak pemegang saham 42 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Pemilikan saham saling silang & jaminan utang saling silang 43 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penilaian terhadap perseroan oleh auditor eksternal, lembaga 
pemeringkat kredit, dan lembaga pemeringkat lain 44 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0

Riwayat hidup dewan komisaris 45 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Riwayat hidup direksi 46 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Riwayat hidup anggota eksekutif kunci perseroan 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sistem honorarium auditor eksternal 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Faktor risiko material yang dapat diantisipasi 49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1

Penilaian manajemen atas iklim berusaha dan faktor resiko 50 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0

Informasi material tentang karyawan perseroan 51 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1

Informasi material tentang pihak berkepentingan lain 52 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klaim material yang diajukan oleh dan/atau perseroan dan perkara 
yang ada di badan peradilan 53 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benturan kepentingan yang mungkin terjadi dan/atau yang sedang 
berlangsung 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c. Pengungkapan atau kepatuhan terhadap pedoman GCG 55 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1

d. Pengungkapan informasi yang dapat mempengaruhi harga 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 39 34 43 53 41 36 49 43 45 56 48 48 49 57 64 56 57 61 56 59 53 53 58 61 65

RASIO INDEKS 0.7 0.6 0.8 0.9 0.7 0.6 0.9 0.8 0.8 1 0.9 0.9 0.9 1 1.1 1 1 1.1 1 1.1 0.9 0.9 1 1.1 1.2
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Akuntabilitas 1. Dewan Komisaris

a. Fungsi dewan komisaris 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

b. Komposisi dewan komisaris 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

c. Kepatuhan kepada AD dan peraturan per-UUan yang berlaku 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d. Rapat dewan komisaris 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

e. Informasi dewan komisaris 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

f.
Hubungan usaha lain antara dewan komisaris dan atau direksi dengan 
perseroan 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0

g.
Sistem pengangkatan para eksekutif yang tidak menjabat sebagai 
anggota direksi 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

h.
Penentuan gaji dan tunjangan para eksekutif tersebut dan penilaian 
kinerja mereka 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

i.
Komite yang dapat dibentuk dewan komisaris serta hasil pelaksanaan 
tugas oleh komite tersebut

Komite nominasi 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Komite remunerasi 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Komite asuransi 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Komite audit 12 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1

2. Direksi

a. Peranan direksi 13 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b. Komposisi direksi 14 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

c.
Kepatuhan kepada AD dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d. Larangan mengambil keuntungan pribadi 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

e. Rapat direksi 17 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

f. Peranan direksi dalam akuntansi 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

g. Penyelenggaraan daftar-daftar oleh direksi 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Sistem Audit

a. Eksternal auditor 20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

b. Komite audit 21 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1

c. Informasi kerahasiaan 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d. Peraturan audit 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Responsibilitas 1. Pemegang Saham

a. Hak pemegang saham 24 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1

b. Akuntabilitas pemegang saham 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c.
Pengangkatan dan sistem penggajian dan pemberian tunjangan 
anggota dewan komisaris serta direksi 26 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1

2. Sekretaris Perusahaan

a. Fungsi sekretaris perusahaan 27 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

b. Kualifikasi 28 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

c. Akuntabilitas sekretaris perusahaan 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Prinsip GCG Pedoman Best Practise Komnas GCG # 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

d. Peranan sekretaris perusahaan dalam pengungkapkan hal-hal tertentu 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

3.
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tentang proteksi 
kesehatan, keselamatan kerja, dan pelestarian lingkungan 31 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

Fairness 1. Pemegang Saham

a. Perlakuan yang setara terhadap para pemegang saham 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b. Rapat umum pemegang saham 33 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2. Informasi orang dalam 34 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Kesempatan kerja yang sama 35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Pihak yang berkepentingan

a. Hak pihak yang berkepentingan 36 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

b.

Keikutsertaan pihak yang berkepentingan dalam pemantauan atas 
pemenuhan peraturan perundang-undangan oleh direksi dan 
pemberian info kepada masyarakat 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Transparansi 1. Keterbukaan

a. Keterbukaan yang tepat waktu dan akurat 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

b. Hal-hal penting dalam pengambilan keputusan

Tujuan 39 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Sasaran usaha 40 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Strategi perseroan 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Status pemegang saham utama & pemegan saham lain,& pelaksanaan 
hak pemegang saham 42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Pemilikan saham saling silang & jaminan utang saling silang 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penilaian terhadap perseroan oleh auditor eksternal, lembaga 
pemeringkat kredit, dan lembaga pemeringkat lain 44 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0

Riwayat hidup dewan komisaris 45 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

Riwayat hidup direksi 46 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

Riwayat hidup anggota eksekutif kunci perseroan 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sistem honorarium auditor eksternal 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Faktor risiko material yang dapat diantisipasi 49 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Penilaian manajemen atas iklim berusaha dan faktor resiko 50 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

Informasi material tentang karyawan perseroan 51 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1

Informasi material tentang pihak berkepentingan lain 52 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Klaim material yang diajukan oleh dan/atau perseroan dan perkara 
yang ada di badan peradilan 53 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Benturan kepentingan yang mungkin terjadi dan/atau yang sedang 
berlangsung 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c. Pengungkapan atau kepatuhan terhadap pedoman GCG 55 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1

d. Pengungkapan informasi yang dapat mempengaruhi harga 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 68 67 66 61 74 62 70 68 72 73 73 71 71 72 79 74 76 79 77 76 87 92 83 84 91

RASIO INDEKS 1.2 1.2 1.2 1.1 1.3 1.1 1.3 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.6 1.6 1.5 1.5 1.6
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Akuntabilitas 1. Dewan Komisaris

a. Fungsi dewan komisaris 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

b. Komposisi dewan komisaris 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c. Kepatuhan kepada AD dan peraturan per-UUan yang berlaku 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d. Rapat dewan komisaris 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

e. Informasi dewan komisaris 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

f.
Hubungan usaha lain antara dewan komisaris dan atau direksi dengan 
perseroan 6 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1

g.
Sistem pengangkatan para eksekutif yang tidak menjabat sebagai 
anggota direksi 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

h.
Penentuan gaji dan tunjangan para eksekutif tersebut dan penilaian 
kinerja mereka 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

i.
Komite yang dapat dibentuk dewan komisaris dan laporan 
pelaksanaan tugas komite tersebut

Komite nominasi 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Komite remunerasi 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Komite asuransi 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Komite audit 12 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1

2. Direksi

a. Peranan direksi 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

b. Komposisi direksi 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c.
Kepatuhan kepada AD dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d. Larangan mengambil keuntungan pribadi 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

e. Rapat direksi 17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

f. Peranan direksi dalam akuntansi 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

g. Penyelenggaraan daftar-daftar oleh direksi 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Sistem Audit

a. Eksternal auditor 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

b. Komite audit 21 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1

c. Informasi kerahasiaan 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d. Peraturan audit 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Responsibilitas 1. Pemegang Saham

a. Hak pemegang saham 24 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0

b. Akuntabilitas pemegang saham 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c.
Pengangkatan dan sistem penggajian dan pemberian tunjangan 
anggota dewan komisaris serta direksi 26 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

2. Sekretaris Perusahaan

a. Fungsi sekretaris perusahaan 27 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

b. Kualifikasi 28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

c. Akuntabilitas pemegang saham 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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d. Peranan sekretaris perusahaan dalam pengungkapkan hal-hal tertentu 30 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

3.
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tentang proteksi 
kesehatan, keselamatan kerja, dan pelestarian lingkungan 31 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Fairness 1. Pemegang Saham

a. Perlakuan yang setara terhadap para pemegang saham 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b. Rapat umum pemegang saham 33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

2. Informasi orang dalam 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Kesempatan kerja yang sama 35 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

4. Pihak yang berkepentingan

a. Hak pihak yang berkepentingan 36 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

b.

Keikutsertaan pihak yang berkepentingan dalam pemantauan atas 
pemenuhan peraturan perundang-undangan oleh direksi dan 
pemberian info kepada masyarakat 37 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

Transparansi 1. Keterbukaan

a. Keterbukaan yang tepat waktu dan akurat 38 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0

b. Hal-hal penting dalam pengambilan keputusan

Tujuan 39 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Sasaran usaha 40 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

Strategi perseroan 41 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
Status pemegang saham utama & pemegan saham lain,& pelaksanaan 
hak pemegang saham 42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Pemilikan saham saling silang & jaminan utang saling silang 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Penilaian terhadap perseroan oleh auditor eksternal, lembaga 
pemeringkat kredit, dan lembaga pemeringkat lain 44 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0

Riwayat hidup dewan komisaris 45 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0

Riwayat hidup direksi 46 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0

Riwayat hidup anggota eksekutif kunci perseroan 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sistem honorarium auditor eksternal 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Faktor risiko material yang dapat diantisipasi 49 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1

Penilaian manajemen atas iklim berusaha dan faktor resiko 50 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1

Informasi material tentang karyawan perseroan 51 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1

Informasi material tentang pihak berkepentingan lain 52 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
Klaim material yang diajukan oleh dan/atau perseroan dan perkara 
yang ada di badan peradilan 53 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Benturan kepentingan yang mungkin terjadi dan/atau yang sedang 
berlangsung 54 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

c. Pengungkapan atau kepatuhan terhadap pedoman GCG 55 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1

d. Pengungkapan informasi yang dapat mempengaruhi harga 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 81 92 100 88 95 97 88 98 93 97 90 94 99 94 105 100 100 97 100 112 123 123 115

RASIO INDEKS 1.4 1.6 1.8 1.6 1.7 1.7 1.6 1.8 1.7 1.7 1.6 1.7 1.8 1.7 1.9 1.8 1.8 1.7 1.8 2 2.2 2.2 2.1
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LAMPIRAN 7 : Hasil Perhitungan Abnormal Return Selama Periode Jendela

No Emiten
Abnormal Return

Total Rata-rata-3 -2 -1 0 +1 +2 +3
1 AKRA -0.0028788 -0.0095488 -0.0095888 -0.0028788 -0.0028788 -0.0028788 -0.0163888 -0.0470416 -0.006720229
2 ALMI 0.0008495 -0.0130405 0.0008495 0.1135295 0.0767995 0.0243795 0.0813095 0.2846765 0.040668071
3 AKKU 0.001104 0.001104 0.001104 0.001104 0.001104 0.001104 0.001104 0.007728 0.001104
4 MYTX 0.0060242 0.0060242 0.0774542 0.0060242 0.0060242 0.0060242 -0.0606458 0.0469294 0.0067042
5 AQUA -0.0073765 -0.0073765 -0.0073765 -0.0073765 -0.0073765 -0.0073765 -0.0073765 -0.0516355 -0.0073765
6 AKPI -0.008697 -0.008697 -0.272847 0.260533 -0.008697 0.041813 -0.008697 -0.005289 -0.000755571
7 ARNA -6.08E-05 -6.08E-05 -6.08E-05 -6.08E-05 -6.08E-05 -0.0345408 -6.08E-05 -0.0349056 -0.004986514
8 AMFG 0.0039554 -0.0096946 -0.0097446 -0.0097946 0.0040454 -0.0166846 -0.0028946 -0.0408122 -0.005830314
9 APLI -0.0001425 -0.0001425 0.1998575 -0.0001425 -0.0001425 -0.1668125 0.1998575 -0.0349056 -0.004986514
10 AUTO 0.0019182 0.0019182 0.0108482 0.0107682 -0.0068518 0.0284682 0.0019182 0.0489874 0.0069982
11 BRPT -0.0169658 -0.0172658 0.0002742 0.0002742 0.0181342 -0.0172658 0.0002742 -0.0325406 -0.004648657
12 BATI 0.0007557 0.0007557 0.0007557 0.0007557 0.0007557 0.0007557 0.0007557 0.0052899 0.0007557
13 BRNA 0.0011286 0.0011286 0.0011286 0.0011286 0.0011286 0.0011286 0.0011286 0.0079002 0.0011286
14 BTON 0.00125 0.00125 0.00125 0.00125 0.00125 0.00125 0.00125 0.00875 0.00125
15 BRAM 0.0019524 0.0019524 0.0889124 0.0019524 0.0019524 0.0019524 0.0019524 0.1006268 0.014375257
16 SQBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 BUDI -0.0009685 -0.0009685 -0.0485885 0.0490315 -0.0485885 0.0490315 -0.0009685 -0.0020195 -0.0002885
18 CEKA -0.001627 -0.058227 -0.001627 -0.001627 -0.001627 -0.001627 -0.001627 -0.067989 -0.009712714
19 CTBN -0.0012132 -0.0012132 -0.0012132 -0.0012132 -0.0012132 -0.0012132 -0.0012132 -0.0084924 -0.0012132
20 CLPI 0.0003059 0.0003059 0.0003059 0.0120659 0.0003059 0.0003059 0.0003059 0.0139013 0.0019859
21 DAVO -0.0015084 -0.0541384 0.1651616 0.0937316 -0.0015084 -0.0449884 -0.0015084 0.1552412 0.022177314
22 DSUC 0.0060486 0.0060486 0.0060486 0.0060486 0.0060486 0.0060486 0.0060486 0.0423402 0.0060486
23 DLTA 0.0208409 -0.0104091 -0.0104091 -0.0104091 -0.0104091 -0.0104091 -0.0104091 -0.0416137 -0.005944814
24 DPNS 0.0012472 0.0378372 0.0012472 0.0835972 0.0012472 0.0121172 0.0012472 0.1385404 0.019791486
25 DYNA 0.001546 0.001546 0.001546 0.001546 0.001546 0.001546 -0.076124 -0.066848 -0.009549714
26 ETWA -0.1286402 -0.0036402 -0.0036402 -0.0512602 0.0213598 -0.0280302 0.0213598 -0.1724914 -0.024641629
27 ESTI -0.0020872 -0.0020872 -0.0020872 -0.0020872 -0.0020872 -0.0020872 -0.0020872 -0.0146104 -0.0020872
28 FASW -0.0014463 -0.0014463 -0.0014463 -0.0014463 -0.0014463 -0.0014463 0.0177837 0.0091059 0.001300843
29 GJTL -0.0016676 -0.0319676 0.0139524 -0.0170476 -0.0016676 0.0139524 -0.0016676 -0.0261132 -0.003730457
30 GDYR -0.0007315 -0.0007315 -0.0007315 -0.0242615 -0.0007315 -0.0007315 -0.0007315 -0.0286505 -0.004092929
31 KBLI 1.2E-05 1.2E-05 0.076932 1.2E-05 1.2E-05 0.071442 -0.066658 0.081764 0.011680571
32 GGRM -0.0067904 -0.0068104 -0.0019104 0.0325696 0.0361896 0.0026796 -0.0156104 0.0403172 0.0057596
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No Emiten
Abnormal Return

Total Rata-rata-3 -2 -1 0 +1 +2 +3
33 MYRX 0.0016667 0.0016667 0.0016667 0.0016667 0.0016667 0.0016667 0.0016667 0.0116669 0.0016667
34 HMSP -0.0128925 -0.0010625 -0.0010625 0.0049275 -0.0070125 -0.0070525 -0.0010625 -0.0252175 -0.0036025
35 SMCB -0.0037945 -0.0037945 0.0123355 0.0120755 -0.0350445 0.0445955 0.0269755 0.0533485 0.007621214
36 INKP 0.0046284 -0.0128416 -0.0041416 -0.0392316 -0.0314116 -0.0228316 0.0149084 -0.0909212 -0.012988743
37 INAI -0.0298015 0.0014485 0.0659685 -0.0288515 -0.0298015 0.0014485 0.0337085 0.0141195 0.002017071
38 SRSN -0.0207125 0.0163275 -0.0207125 -0.0207125 -0.0564225 0.0163275 -0.0207125 -0.1066175 -0.015231071
39 INTP -0.0187617 0.0048983 0.0282883 -0.0013217 -0.0183017 -0.0298617 -0.0128517 -0.0479119 -0.006844557
40 INDF 0.0079943 -0.0034957 0.0078643 -0.0034957 0.0077443 -0.0368257 0.0079943 -0.0122199 -0.0017457
41 INDR -0.0024178 0.0083322 -0.0130578 -0.0024178 -0.0024178 0.0298422 0.0080022 0.0258654 0.003695057
42 IKAI -0.0007199 -0.0595399 0.0617801 0.0581001 0.0548401 0.0519101 -0.0507199 0.1156507 0.016521529
43 JPRS 0.002527 -0.009823 0.002527 0.015027 0.002527 -0.009823 0.027527 0.030489 0.004355571
44 JECC 0.0035887 0.0035887 0.0035887 0.0553087 0.0035887 0.0035887 0.0035887 0.0768409 0.010977271
45 IGAR -0.0012295 -0.0012295 -0.0012295 -0.0012295 -0.0012295 -0.0466795 0.0463905 -0.0064365 -0.0009195
46 KARW 0.0170173 0.0170173 0.0170173 0.2170173 0.0170173 0.0170173 0.0170173 0.3191211 0.045588729
47 KICI -0.0038675 -0.0038675 -0.0038675 0.0929025 -0.0038675 -0.0038675 -0.0038675 0.0696975 0.009956786
48 KDSI -0.0574491 0.0050509 -0.0616191 0.0050509 0.2907609 0.1717209 -0.0425691 0.3109463 0.0444209
49 LMPI -0.0309713 0.0012887 0.0346187 0.0658087 0.0012887 0.0012887 0.0012887 0.0746109 0.0106587
50 LAPD 0.0008819 0.0008819 0.0008819 0.0008819 0.0008819 0.0008819 0.0008819 0.0061733 0.0008819
51 LMSH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 LION -0.0017298 -0.0017298 -0.0017298 -0.0017298 -0.0017298 -0.0017298 -0.0017298 -0.0121086 -0.0017298
53 MYOR 0.0084123 -0.0292477 -0.0042477 -0.0170677 0.0087423 0.0342123 0.0204423 0.0212461 0.003035157
54 MERK -0.000579 -0.000579 -0.000579 0.016961 -0.000579 -0.000579 0.016661 0.030727 0.004389571
55 MLBI -0.0017361 -0.0017361 0.0078839 -0.0017361 -0.0017361 -0.0093561 -0.0036561 -0.0120727 -0.001724671
56 LPIN -0.0028783 -0.0028783 -0.0028783 0.0804517 -0.0028783 -0.0028783 -0.0028783 0.0631819 0.009025986
57 MASA -0.0300248 0.0525652 -0.0556248 -0.0585548 0.0264152 -0.0029948 -0.0029948 -0.0712136 -0.010173371
58 NIPS 0.0013124 0.0013124 0.0013124 0.0013124 0.0013124 0.1679824 0.0013124 0.1758568 0.0251224
59 TKIM 0.012968 -0.019292 -0.035812 -0.020102 -0.011842 -0.003292 0.013948 -0.063424 -0.009060571
60 PBRX -0.0011575 -0.0011575 0.0120025 -0.0011575 -0.0011575 -0.0011575 -0.0011575 0.0050575 0.0007225
61 PAFI -0.0001502 -0.0001502 -0.0001502 -0.0001502 -0.0001502 -0.0001502 -0.0001502 -0.0010514 -0.0001502
62 HDTX -0.0002895 -0.0002895 -0.0002895 -0.0002895 -0.0002895 -0.0002895 -0.0002895 -0.0020265 -0.0002895
63 PICO 0.0064884 0.0064884 0.0064884 0.0064884 0.0064884 0.1603384 0.2064884 0.3992688 0.0570384
64 ADMG 0.0008635 0.0167335 -0.0147565 0.0008635 -0.0150065 0.0008635 -0.0152665 -0.0257055 -0.003672214
65 PSDN -0.0131741 -0.0131741 -0.0131741 -0.0131741 -0.0131741 -0.0131741 -0.0131741 -0.0922187 -0.0131741
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No Emiten
Abnormal Return

Total Rata-rata-3 -2 -1 0 +1 +2 +3
66 PRAS 0.008629 0.008629 0.008629 0.008629 0.008629 0.008629 0.008629 0.060403 0.008629
67 RICY 0.0041838 0.0950938 0.0041838 0.0041838 0.0041838 0.0458538 0.0241838 0.1818666 0.025980943
68 RDTX -0.0016169 -0.0016169 -0.0016169 0.0094931 -0.0016169 -0.0016169 -0.0016169 -0.0002083 -2.97571E-05
69 SQMI -0.0007599 -0.0007599 -0.0007599 -0.0007599 -0.1007599 -0.0007599 0.1103501 0.0057907 0.000827243
70 SKLT 0.0011764 0.0011764 0.0011764 0.0011764 0.0011764 0.0011764 0.0011764 0.0082348 0.0011764
71 SMSM 0.0015241 0.0015241 0.0015241 0.0348541 0.0015241 -0.0146059 0.0179141 0.0442587 0.006322671
72 SMGR 0.0351457 0.0187757 3.57E-05 -0.0072543 3.57E-05 2.57E-05 0.0108757 0.0576399 0.008234271
73 BATA -0.0002704 -0.0002704 -0.0002704 -0.0002704 -0.0002704 -0.0347504 -0.0002704 -0.0363728 -0.005196114
74 STTP -0.0004284 -0.0004284 -0.0004284 -0.0349084 -0.0004284 -0.0004284 0.0352816 -0.0017688 -0.000252686
75 SIPD -0.002266 -0.002266 0.088644 -0.085596 -0.002266 -0.002266 -0.002266 -0.008282 -0.001183143
76 SIMA -0.0578761 0.0321939 0.0009439 0.0009439 0.0009439 0.0009439 0.1524639 0.1305573 0.018651043
77 SMAR 0.002829 0.002719 0.002609 -0.007811 0.002499 0.007499 -0.027911 -0.017567 -0.002509571
78 SOBI -0.001582 -0.019932 -0.001582 0.007768 -0.001582 -0.010842 -0.001582 -0.029334 -0.004190571
79 SCCO -0.0005433 -0.0005433 -0.0005433 -0.0005433 -0.0005433 -0.0459933 0.1423167 0.0936069 0.013372414
80 SULI -0.0007877 -0.0007877 -0.0007877 -0.0007877 -0.0007877 -0.0007877 -0.0264277 -0.0311539 -0.004450557
81 IKBI -0.00625 -0.00625 -0.00625 -0.00625 -0.00625 -0.00625 0.10486 0.06736 0.009622857
82 SSTM 0.0009705 -0.0602495 -0.1294595 0.1009705 0.0009705 0.0009705 0.0464205 -0.0394065 -0.0056295
83 SPMA 0.0028063 0.0331063 0.0028063 0.0028063 0.0322163 0.0313763 0.0028063 0.1079241 0.015417729
84 SIMM 0.0002703 0.0002703 0.0002703 0.0002703 0.0002703 0.0002703 0.0002703 0.0018921 0.0002703
85 TOTO 0.0008333 0.0008333 0.0008333 0.1644733 0.0711433 0.0008333 0.0008333 0.2397831 0.034254729
86 TBMS 0.0012121 0.0012121 0.0012121 0.0012121 0.0012121 0.0012121 0.0012121 0.0084847 0.0012121
87 TSPC -0.0063492 -0.0063492 -0.0063492 -0.0777792 -0.0063492 -0.0063492 0.0705708 -0.0389544 -0.005564914
88 TFCO -0.0053267 -0.0053267 -0.0053267 0.1613433 -0.0053267 -0.0053267 0.0422933 0.1770031 0.025286157
89 AISA -0.001539 -0.060359 0.060961 0.027871 -0.058679 0.059071 -0.001539 0.025787 0.003683857
90 TIRA 0.002353 0.002353 0.002353 0.002353 0.002353 0.002353 0.002353 0.016471 0.002353
91 TIRT -0.0004401 -0.0004401 -0.0004401 -0.0004401 -0.0004401 -0.0004401 -0.0004401 -0.0030807 -0.0004401
92 TRST 0.0357691 0.0345391 -0.0332709 0.0345391 -0.0332709 5.91E-05 5.91E-05 0.0384237 0.0054891
93 TBLA 0.0190487 -0.0026913 -0.0665213 0.0200387 -0.0249113 0.0200387 -0.0026913 -0.0376891 -0.005384157
94 ULTJ -0.0023622 -0.0401022 0.0368578 0.0353778 0.0158178 -0.0737922 0.0360978 0.0078946 0.0011278
95 UNIC -0.0005504 -0.0005504 -0.0005504 -0.0005504 -0.0005504 -0.0005504 -0.0137104 -0.0170128 -0.0024304
96 UNVR -0.0130462 0.0044638 -0.0014162 -0.0072662 -0.0131762 0.0045338 -0.0073362 -0.0332434 -0.004749057
97 UNTR 0.0110673 -0.0011327 0.0591073 0.0215973 0.0044273 -0.0177027 0.0213373 0.0987011 0.014100157
98 VOKS 0.0032686 0.0032686 0.0032686 0.3365986 -0.0245114 0.0175586 0.1581986 0.4976502 0.071092886
Sumber : data diolah
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LAMPIRAN 8 : Hasil Perhitungan Abnormal Trading Volume S elama Periode Jendela

No Emiten
Abnormal Trading Volume 

Total Rata-Rata-3 -2 -1 0 +1 +2 +3
1 AKRA -0.000322428 -0.000120505 -8.04407E-05 0.00049488 -0.000147748 -0.000640537 -0.000478678 -0.001295457 -0.000185065
2 ALMI -0.000445292 -0.000641721 0.001665097 0.006991396 0.007449188 0.003449188 0.005062825 0.023530682 0.003361526
3 AKKU -5.82609E-05 -5.82609E-05 -5.82609E-05 0.000111304 -3.21739E-05 -5.82609E-05 -5.82609E-05 -0.000212174 -3.03106E-05
4 MYTX -0.000113775 -9.33205E-05 0.000147361 -0.000113775 -0.000113775 -0.000113775 -7.96841E-05 -0.000480743 -6.86776E-05
5 AQUA -7.59736E-06 -7.59736E-06 -7.59736E-06 -7.59736E-06 -7.59736E-06 -7.59736E-06 -7.59736E-06 -5.31815E-05 -7.59736E-06
6 AKPI -9.55147E-06 -9.55147E-06 -8.81618E-06 -7.34559E-06 -9.55147E-06 -8.08088E-06 -9.55147E-06 -6.24485E-05 -8.92122E-06
7 ARNA 3.31266E-08 6.84957E-05 -5.18991E-07 1.60445E-05 3.31266E-08 0.000109905 -5.18991E-07 0.000193473 2.7639E-05
8 AMFG 4.90783E-06 -0.000535415 -0.000449009 0.000294078 -0.000462834 -0.000309608 -0.000194401 -0.001652281 -0.00023604
9 APLI -0.000163731 -0.000163731 0.001124731 -0.000163731 -0.000163731 -0.000156038 0.001224731 0.000193473 2.7639E-05
10 AUTO 0.000356139 -3.99168E-05 5.99075E-05 0.000157139 7.02789E-05 0.000122136 -5.15845E-05 0.000674099 9.62999E-05
11 BRPT -0.000666895 -0.000636522 -0.001200809 -0.00042754 -0.000943308 0.006240948 -0.000399078 0.001966796 0.000280971
12 BATI -1.42424E-05 -1.42424E-05 -1.42424E-05 3.12121E-05 -1.42424E-05 -1.42424E-05 -1.42424E-05 -5.42423E-05 -7.74889E-06
13 BRNA -3.9058E-05 -3.9058E-05 -3.9058E-05 -3.9058E-05 -3.9058E-05 -3.9058E-05 -3.9058E-05 -0.000273406 -3.9058E-05
14 BTON -4.16667E-07 -4.16667E-07 -4.16667E-07 -4.16667E-07 -4.16667E-07 -4.16667E-07 -4.16667E-07 -2.91667E-06 -4.16667E-07
15 BRAM -1.22556E-05 -1.22556E-05 -4.47778E-06 2.18889E-06 -0.0000067 -1.22556E-05 -1.22556E-05 -5.80111E-05 -8.2873E-06
16 SQBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 BUDI -0.000187328 -0.000187328 -0.000171088 0.001005526 -0.000114247 -0.000102067 0.002795213 0.00303868 0.000434097
18 CEKA -8.77311E-05 0.000130756 0.000221513 -8.77311E-05 -8.77311E-05 -8.10084E-05 -8.77311E-05 -7.96639E-05 -1.13806E-05
19 CTBN -0.000000875 -0.000000875 -0.000000875 -0.000000875 -0.000000875 0.000011625 -0.000000875 0.000006375 9.10714E-07
20 CLPI -0.000365494 0.001389101 -0.000365494 0.00084232 -0.000365494 -0.000365494 -0.000365494 0.000403949 5.77069E-05
21 DAVO -4.36442E-05 0.000263522 0.001108188 0.002463509 0.000268279 -0.000100482 -5.80754E-05 0.003901296 0.000557328
22 DSUC -0.00003947 -0.00003947 -0.00003947 -0.00003947 -0.00003947 -0.00003947 -0.00003947 -0.00027629 -0.00003947
23 DLTA 2.43549E-05 -6.86934E-06 -6.86934E-06 -6.86934E-06 -6.86934E-06 -6.86934E-06 -6.86934E-06 -1.68611E-05 -2.40873E-06
24 DPNS -4.9628E-05 -3.34097E-05 -4.9628E-05 0.000144992 -1.39478E-05 -1.07041E-05 -4.9628E-05 -6.1954E-05 -8.85057E-06
25 DYNA -0.000153302 -0.000153302 -0.000153302 -0.000153302 -0.000153302 -0.000153302 0.00013268 -0.000787133 -0.000112448
26 ETWA -0.000135935 -4.50533E-05 -0.001220829 -0.001272982 -0.001391231 -0.001763018 0.002287392 -0.003541656 -0.000505951
27 ESTI -1.48868E-07 -1.48868E-07 -1.48868E-07 -1.48868E-07 -1.48868E-07 -1.48868E-07 -1.48868E-07 -1.04208E-06 -1.48868E-07
28 FASW -1.29082E-05 -1.29082E-05 -1.29082E-05 -1.29082E-05 -1.29082E-05 -1.29082E-05 0.000552291 0.000474842 6.78345E-05
29 GJTL -0.003893305 -0.004959908 -0.003776828 -0.00526136 -0.004997156 -0.003830016 -0.004324018 -0.031042592 -0.004434656
30 GDYR -2.56098E-06 -2.56098E-06 -2.56098E-06 7.06098E-05 -2.56098E-06 -2.56098E-06 -2.56098E-06 5.52439E-05 7.89199E-06
31 KBLI 1.79196E-05 8.99107E-06 0.000151848 0.000334884 -7.13661E-05 0.001067027 0.000125063 0.001634366 0.000233481
32 GGRM -0.000192491 -0.000254599 -0.000136621 0.000899715 0.000674153 -5.65827E-05 -0.000299295 0.00063428 9.06114E-05
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No Emiten
Abnormal Trading Volume 

Total Rata-Rata-3 -2 -1 0 +1 +2 +3
33 MYRX -5.46563E-07 -4.50674E-07 -4.50674E-07 -4.50674E-07 -5.46563E-07 -5.46563E-07 -5.46563E-07 -3.53827E-06 -5.05468E-07
34 HMSP 1.39844E-05 1.73178E-05 -1.16822E-05 -0.00000246 1.76511E-05 1.07622E-05 1.67622E-05 6.23356E-05 8.90508E-06
35 SMCB -0.001091865 -0.000868451 -0.001758845 -0.000817556 -0.001598592 0.00056893 0.007256346 0.001689967 0.000241424
36 INKP -0.00073219 0.003675427 -0.000991924 0.007819107 0.00324205 0.003062192 6.2274E-05 0.016136936 0.002305277
37 INAI -3.68687E-05 0.000152525 0.000253535 0.001033207 0.00126048 -0.000147348 8.93939E-05 0.002604924 0.000372132
38 SRSN -0.000339196 5.18339E-05 -0.000377485 -0.00029609 6.48738E-05 -9.46777E-05 -0.000146173 -0.001136914 -0.000162416
39 INTP -0.000953167 -0.000756358 -0.000401314 -0.000203283 -0.00074848 -0.00069972 -0.00029021 -0.004052532 -0.000578933
40 INDF 0.000273368 -0.001074868 0.000145194 0.003628924 0.001626634 -0.001080269 -0.001605565 0.001913418 0.000273345
41 INDR -0.000205157 -0.000468777 -0.000509275 -0.000451202 -0.000101238 6.83959E-05 0.00036258 -0.001304673 -0.000186382
42 IKAI -7.64556E-05 -9.78889E-06 -0.000165344 0.000501322 0.006633544 0.013486878 0.000105767 0.020475922 0.002925132
43 JPRS -0.001076167 0.001297167 -0.0015795 0.006923833 -0.0009295 -0.000946167 0.0034605 0.007150167 0.001021452
44 JECC -2.68519E-05 -2.68519E-05 -2.68519E-05 0.000389815 -2.68519E-05 -2.68519E-05 -2.68519E-05 0.000228704 3.2672E-05
45 IGAR -0.001205985 -0.001259367 -0.001271271 0.000202062 -0.001283176 -0.001133652 -0.00121651 -0.0071679 -0.001023986
46 KARW -6.34418E-06 -6.34418E-06 -6.34418E-06 1.06872E-05 -6.34418E-06 -6.34418E-06 -6.34418E-06 -2.73779E-05 -3.91113E-06
47 KICI -2.57246E-06 -2.57246E-06 -2.57246E-06 6.98913E-05 -2.57246E-06 -2.57246E-06 -2.57246E-06 5.44565E-05 7.77951E-06
48 KDSI -2.68605E-05 -6.83887E-05 -3.3505E-05 -6.83887E-05 0.000788754 0.003978123 0.001262176 0.00583191 0.00083313
49 LMPI -1.35047E-05 -5.24764E-05 0.000100704 0.000172152 0.000142382 0.000164033 -6.33018E-05 0.000449987 6.42838E-05
50 LAPD -1.79653E-06 -1.79653E-06 -1.79653E-06 -1.79653E-06 -1.79653E-06 -1.79653E-06 -1.79653E-06 -1.25757E-05 -1.79653E-06
51 LMSH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 LION -7.30544E-06 -7.30544E-06 -7.30544E-06 -7.30544E-06 -7.30544E-06 -7.30544E-06 -7.30544E-06 -5.11381E-05 -7.30544E-06
53 MYOR 0.001680944 0.003214371 0.000127299 -0.001682027 -0.001225456 0.005573538 0.008645608 0.016334276 0.002333468
54 MERK -8.90625E-05 -8.90625E-05 -8.90625E-05 4.48661E-05 -6.67411E-05 -8.90625E-05 0.000647545 0.00026942 3.84885E-05
55 MLBI -1.49502E-05 -1.49502E-05 8.78022E-06 -1.49502E-05 -1.49502E-05 5.62411E-05 5.62411E-05 6.14616E-05 8.78022E-06
56 LPIN -0.000158824 -0.000158824 -0.000158824 -4.11769E-05 0.000547058 -0.000158824 -0.000158824 -0.000288239 -4.11769E-05
57 MASA -0.005127788 -0.004051414 -0.00118224 -0.005207648 0.000706624 -0.005208806 -0.005208806 -0.025280077 -0.00361144
58 NIPS -0.000028 -0.000028 -0.000028 -0.000028 -0.000028 0.000222 -0.000028 0.000054 7.71429E-06
59 TKIM -0.000494249 -8.28553E-05 -0.000174942 -0.000459811 -0.000569116 -0.000452324 -0.000538421 -0.002771718 -0.00039596
60 PBRX -0.000565643 -0.000902389 -0.000677892 -0.000621767 -0.00079014 0.000344693 -0.000719423 -0.003932561 -0.000561794
61 PAFI -2.15912E-06 -2.15912E-06 -2.15912E-06 -2.15912E-06 -2.15912E-06 -2.15912E-06 -2.15912E-06 -1.51138E-05 -2.15912E-06
62 HDTX -1.36299E-06 6.66519E-06 -2.30748E-06 -2.30748E-06 -2.30748E-06 -2.30748E-06 -2.30748E-06 -6.2352E-06 -8.90743E-07
63 PICO -1.53982E-05 -1.53982E-05 -1.53982E-05 -1.53982E-05 -1.53982E-05 0.000696228 0.00011621 0.000735448 0.000105064
64 ADMG -0.001501468 -0.001980797 -0.001580901 -0.001448714 -0.001902273 0.00577033 -0.000762312 -0.003406136 -0.000486591
65 PSDN -1.33681E-06 -1.33681E-06 -1.33681E-06 -1.33681E-06 -1.33681E-06 -1.33681E-06 -1.33681E-06 -9.35767E-06 -1.33681E-06
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No Emiten
Abnormal Trading Volume 

Total Rata-Rata-3 -2 -1 0 +1 +2 +3
66 PRAS -1.02466E-05 -1.02466E-05 -1.02466E-05 -1.02466E-05 -1.02466E-05 -1.02466E-05 -1.02466E-05 -7.17262E-05 -1.02466E-05
67 RICY -1.45625E-05 0.00010387 -3.24831E-05 -3.24831E-05 7.25397E-06 -2.85873E-05 7.25397E-06 1.02615E-05 1.46593E-06
68 RDTX -0.000255804 -0.000255804 -0.000255804 0.003464434 0.007184672 -0.000255804 0.005026934 0.014652824 0.002093261
69 SQMI -0.000146713 0.000185292 -0.000146713 -0.000130113 -6.37118E-05 -0.000146713 0.000352955 -9.57171E-05 -1.36739E-05
70 SKLT -1.98413E-07 -1.98413E-07 -1.98413E-07 -1.98413E-07 -1.98413E-07 -1.98413E-07 -1.98413E-07 -1.38889E-06 -1.98413E-07
71 SMSM -7.30325E-05 -7.30325E-05 -7.30325E-05 -6.91824E-05 -7.30325E-05 -4.41568E-05 -6.53323E-05 -0.000470801 -6.72574E-05
72 SMGR -0.000136845 5.28195E-05 -3.65336E-05 -5.34433E-06 -0.000181522 -8.12102E-05 -6.35082E-05 -0.000452144 -6.4592E-05
73 BATA -0.000133077 -0.000133077 -0.000133077 -0.000133077 -5.61539E-05 5.92307E-05 -0.000133077 -0.000662308 -9.46155E-05
74 STTP -2.52634E-05 -2.52634E-05 -2.52634E-05 -4.27103E-06 -2.52634E-05 -2.52634E-05 -2.36264E-06 -0.000132951 -1.8993E-05
75 SIPD -2.48458E-05 -3.35243E-05 -2.34083E-05 -2.65496E-05 -3.28854E-05 -3.92179E-06 -3.22465E-05 -0.000177382 -2.53402E-05
76 SIMA -0.000339459 0.000979459 -0.000425946 -0.00048 -0.00048 -0.00048 0.009001081 0.007775135 0.001110734
77 SMAR 9.61861E-05 0.000126825 0.000135181 0.000157463 5.09245E-05 0.000142144 4.81392E-05 0.000756862 0.000108123
78 SOBI -0.000116278 0.0000365 -0.000116278 -8.57222E-05 -8.29444E-05 2.81667E-05 -0.000116278 -0.000452833 -6.46905E-05
79 SCCO -3.64815E-06 -3.64815E-06 -3.64815E-06 -3.64815E-06 -3.64815E-06 2.06729E-05 0.000725983 0.000728415 0.000104059
80 SULI -0.000479433 -0.000560708 -0.000422842 -0.000172397 0.000661417 -0.000118214 -0.000271732 -0.00136391 -0.000194844
81 IKBI -2.6634E-05 -2.6634E-05 -2.6634E-05 -2.6634E-05 -2.6634E-05 -2.6634E-05 -0.000025 -0.000184804 -2.64006E-05
82 SSTM -0.003282302 -0.003214178 -0.003281704 -0.003281704 -0.003282302 -0.003282302 -0.003214775 -0.022839268 -0.003262753
83 SPMA -0.000235674 -0.00018729 0.00016098 -0.000180233 7.25772E-06 0.000635252 -0.000228114 -2.78213E-05 -3.97447E-06
84 SIMM -0.000005235 0.000032265 -0.000005235 -0.000005235 -0.000005235 -0.000005235 -0.000005235 8.55E-07 1.22143E-07
85 TOTO 1.97836E-05 -4.03747E-07 -4.03747E-07 0.000181282 0.000100533 -4.03747E-07 -4.03747E-07 0.000299984 4.28548E-05
86 TBMS -1.36114E-06 -1.36114E-06 -1.36114E-06 -1.36114E-06 -1.36114E-06 -1.36114E-06 -1.36114E-06 -9.52798E-06 -1.36114E-06
87 TSPC -6.12222E-05 9.43333E-05 -6.12222E-05 -5.56667E-05 4.33333E-06 -6.12222E-05 9.98889E-05 -4.07778E-05 -5.8254E-06
88 TFCO -2.40323E-06 -2.40323E-06 -2.40323E-06 -1.86559E-06 -2.40323E-06 -2.40323E-06 2.97312E-06 -1.09086E-05 -1.55837E-06
89 AISA -7.81722E-05 -7.57799E-05 -6.62105E-05 8.90909E-06 -2.57416E-06 -2.0756E-05 -2.31483E-05 -0.000257732 -3.68189E-05
90 TIRA -1.70068E-07 -1.70068E-07 -1.70068E-07 -1.70068E-07 -1.70068E-07 -1.70068E-07 -1.70068E-07 -1.19048E-06 -1.70068E-07
91 TIRT -5.1296E-05 -5.1296E-05 1.78894E-05 -5.1296E-05 0.000146376 4.75402E-05 -5.1296E-05 6.62203E-06 9.46004E-07
92 TRST 3.66852E-05 0.002449417 0.000475111 -4.50278E-05 4.40926E-05 9.89537E-05 -0.000116787 0.002942444 0.000420349
93 TBLA -0.000142771 -0.000235628 -0.000229437 -0.000164437 7.38956E-05 -1.89614E-05 2.74671E-05 -0.000689872 -9.85531E-05
94 ULTJ -3.34651E-05 -3.1734E-05 -3.1734E-05 0.000214598 -3.19071E-05 -2.8445E-05 -4.03686E-06 5.32755E-05 7.61079E-06
95 UNIC -1.0474E-05 -1.0474E-05 -1.0474E-05 -1.0474E-05 -1.0474E-05 -1.0474E-05 -2.64784E-06 -6.54916E-05 -9.35595E-06
96 UNVR -0.00012059 -8.31717E-05 -0.000110105 0.000109489 0.000486356 0.000124626 0.000216763 0.000623368 8.90526E-05
97 UNTR -0.002308477 -0.002483492 0.002506517 0.000433353 0.000817578 -0.000486261 -0.001327837 -0.002848619 -0.000406946
98 VOKS 0.000970556 -0.000430238 -0.000430238 0.022458651 0.03032373 0.004780079 0.026470556 0.084143095 0.012020442
Sumber : data diolah
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